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“Science without consience is a collapse souls’

lmu pengetahuan itu bagalken api, selama kamu bisa menguasainya, kamu
sisa mengambil manfaat darinya, tetapi jika kamu biarkan lepas dari kendali
~aka kamu adalah orang pertama yang akan dimangsanya, setelah itu pohon-

pohon dan hutan-hutan dan akhirnya bumi itu sendirie

Apabila semua daun dijadlkan kertas, apabila semua ranting dijadikan pena,
dan apabila semua air laut dijadikan tinta maka tekkan cukup untuk
menuliskan ilmu Allah. Oleh karenanya galilah lImu sampal ke liang kubur.

“If a man thinks him self great, he will forget his own wrongdoings. Only
his close friends can open his blind heart.”

Orang mudah mencintal dengan sangat, tetapi sulit untuk mencintai dengan
bi jaksana.

v



—||‘”;

PERSEMBAHAN

“arya ini kupersembahkan kepadas

Yang saya hormati® Bapak dan lbu .. “Terima kasih atas doa dan curehan

kasih sayangnya, serta kesabaranmu dalam menyekolahkanku selama ini
hingga aku bisa menjadi seorang Sarjana. Tiada kata yang pantas
diucapkan selain syukur alhamdulilah ke hadirat Allah SWT., terima kasih

Fak dan Bu ess budi balkmu tidek akan pernah kulupakan selamanya eo ™

‘Yang saya banggakant Kakak-kakakku beserta istrinya .. ““Terima kasih
atas doa dan dukungannya serta bantuannya baik berupa materi maupun

spirit. Mas dan Mbak .. Thank’s for everything.”

<eponakanku yang manis-manis dan lucu-lucu oo ““lerima kasih atas canda
den tawanya, kalian selaly membuatku tersenyum. Belajarlah dengan rajin

dan Jangan nakal.”

Seseorang yang selalu singgah dihatiku . “Thank’s untuk dukungen dan
perhatiannya. [l remember if for ever, Honey Bunny.”

Teman-teman di wwwasyar’ah99.@yahoo.coms «= “Thank’s atas

bantuannyas Semoga kalian sukses selalu. Don’t forget me.”
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' Ha h ha
| & hamzah A1 apostrof
s Ya ya ye
. Yokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdinn dan vokal

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
1. Vokal tunggal, yang dilambangkan dengan tanda atau harkat, yaitu:

—  : Fathah ditulisa

—_— : Kasrah ditulis |

_‘ i Dhammah ditulis u
2. Vokal rangkap, yang lambangnya berupa gabungan antara harkat atau huruf,

transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

5 I aj

_'9‘ . du

!.,.j

Maddah atau vokal panjang, lambangnya berupa harkat dan huruf]

transliterasinya berupa huruf dan tanda, vaitu:

-

\—... 4 contoh: J® -gdla

=+ - 1, contoh: ‘_}-:3 - gila

E

A
$—.. @ Gcontoh; J¥E - yagiilu

. Ta’ marbuthah

Transliterasi untuk ta’marbuthah ada dua:
1. Ta' marbuthah hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dhammah,

transliterasinya adalah /t/,
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Contoh: ULﬁ.b‘ii :L.a sy - rawdhatud athfil
2. Ta marbuthah mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.
Contoh: '43-;1.1: - thalhah
D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuzh tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda
syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan
huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: ‘L-jf; - rabband
5&”"4; - al-hayju
E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,
yaitu JI. Namun, dalam transliterasi kata sandang itu dibedakan antara kata
sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyaf dengan kata sandang yang ditkuti
oleh huruf gamariyyah.

. Kata sandang vang ditkuti oleh huruf syamsinpah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan
sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama
dengan hurul yang langsung mengikuti kata sandang itu.
Contoh: :J-f"i—“ - ar-rejulu

Ao -
P
TSR | as-scayyidatu

s a7
u*ﬂ-—u" - ASY-8yamsuy

Xi



2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyvyah
Kata sandang yang ditkuti oleh huruf gamariyyah ditransliterasikan

sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh: ;—LE-“ - al-qulumu
’LJSL;J" - al-jaldfu
wadl - al-badi'u

F. Singkatan
SWT. : Subhanahu Wa Tu'dla

SAW.  Sallalfdhu ‘Alaili Wa Sallam

UL : Undang-undang
No. . Nomor

dkk. : Dan kawan-kawan
et.al.  : Dan lain-lan

Jid. : Jilid

. : Tanpa tahun

hlm. : Halaman

RA. . Radhiyallahu ‘Anhu
HR, : Hadits Riwayat
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BABI R et

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi ekonomi.
Bahkan sistem demokrasi ekonomi Indonesia lebih diangkat menjadi ideologi
negara dan falsafah hidup bangsa dengan melandaskan kepada Ketuhanan YME,
sehingga mempunyai nilai Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab serta
mempunyai nilai moral dalam persatuan dan kerakyatan, yang menjunjung tinggi
hak dan azasi manusia dan kepada Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat

Indonesia.

Sistem demokrasi ekonomi Indonesia telah diterangkan dalam Pasal 33
Undang-undang Dasar 1945 dan Penjelasan UUD 1945 Bab XIV tentang
Kesejahteraan Sosial. Pasal 33 UUD 1945 menyatakan:

“(1) Perckonomian disusun sebugai usaha bersama berdasar alas asas
kekeluargaan.

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang
menguasal hajat hidup orang banyak dikvasai oleh negara.

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
dikuasat oleh negara dan dipergunakan wuntuk sebesar-besar
kemakmuran rakyaf.

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi
ekonomi dengan prinsip  kebersamaan, efisiensi  keadilan,
berkelunjutan, berwawasan lingkungan, kemadirian, serta dengan
menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

(5) Ketenruan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diarur dalam

T |

undang-undang ™.

' Anonim, UUD RI Tahun 1945 dan Amandemen dengan Penjelasarmya (Surabaya: Karya
Utama, tt.), hlm. 23-24,

1h



Selanjutnya Penjelasan Pasal 33 UUD 1945, menyatakan bahwa:

“Dalam  Pasal 33 tercanium dasar demokrasi ekonom, produksi
dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan
anggola-anggota  masyarakat.  Kemakmuran masyarakatlah — yang
diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian
disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun
perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi,

Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi
semua orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi
negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai
olel negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke fangan orang-seorang
yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya.

Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh
ada di tangan orang-seorang,

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah
pokek-pokok kemakmuran rakyat. Sebab ity harus dikuasai oleh negara
dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat ", ?

Dalam kebijaksanaan pembangunan lima tahun keenam dinyatakan bahwa
Koperasi yang merupakan bagian integral dari tata perekonomian nasional, baik
sebagai badan usaha maupun sebagai perakan ekonomi rekyat, pembangunannya
diarahkan untuk mengembangkan koperasi menjadi makin maju, makin ~ mandiri
dan makin berakar dalam masyarakat serta menjadi badan usaha yang sehat dan
mampu berperan di semua bidang usaha, terutama dalam kehidupan ekonomi
rakyat, dalam upaya mewujudkan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan
UUD 1945, Pembangunan Koperasi diselenggarakan melalui peningkatan
kemampuan organisasi, managemen, kewiraswastaan, dan permodalan.

Untuk mendapatkan modal terutama uang, tidak semua orang atau
perusahaan mampu memenuhi sendiri seluruh modal yang dibutuhkan. Ada suatu
keadaan di mana seseorang mempunyai ketrampilan atau keahlian untuk

melakukan suatu usaha namun dia sendiri tidak mempunyai modal yang cukup

2 Ibid,, him. 38-39,



sehingga usahanya pun tidak dapat terlaksana atau berkembang. Sementara itu di
pihak lain ada seseorang yang mempunyai kelebihan modal atau vang namun dia
sendiri tidak mempunyai keahlian atau tidak mampu mengelolanya sehingga
uangnyapun tidak bermanfaat.

Jika hal itu tetap berlangsung maka perekonomian di negara kita terlambat
dan sulit untuk berkembang, sehingga tujuan pembangunan seperti yang telah
dicita-citakan akan sulit tercapai. Hal ini pada akhirmya akan menciptakan jurang
pemisah antara si kaya dan si miskin.

Untuk menyatukan dua kondisi yang cukup jauh berbeda tersebut, yaitu
antara pihak yang membutuhkan dana (debitwr) dengan pihak pemilik dana
(kreditur), maka diperlukan adanya suatu lembaga keuangan. Lembaga keuangan
terbagi atas dua yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank.
Fungsi lembaga keuangan adalah untuk mengatur dan memfasilitasi antara pihak
yang kelebihan dana dan pihak yang memerlukan dana, serta memperlancar
transaksi ckonomi.?

Koperasi merupakan lembaga perantara antara debitur dengan kreditur
dalam operasional atau kegiatannya berdasarkan atas azas kekeluargaan. Dalam

Pasal | butir 1 UL Perkoperasian No. 25 Tahun 1992, disebutkan:

“Koperasi adalah bodan wsaha yang beranggotakan orang-orang atau
badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan
prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar
atas asas kekeluaragaan”.

* Kewt Rindjin, Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuwangan Bukan Bank (Jakarta:
PT Gramedia Pustaka Uhama, 2000), him. 134

! Anonim, Undang-undang Perkoperasian 1992 (UU No. 25 Tahun [992) (Jakarta: Sinar
Crrafika, 2000), him. 2.



Dari ketentuan pasal tersebut, ternyata asas dari koperasi itu sesuai dengan
ajaran Islam yang menekankan pada kekeluargaan, vaitu dalam arti bahwa koperasi
tersebut tidak semata-mata memupuk keuntungan tetapi juga berfungsi sosial.

[slam sebagai agama yang kdmil (sempuma) dan sydmil (menyeluruh)
Juga mengatur akan masalah pengelolaan harta ini. Bahkan dalam Islam harta
tersebut tidak boleh menumpuk pada satu orang atau golongan saja. Ekonomi
Islam juga telah menetapkan bahwa riba itu haram hukumnya, seperti dalam

firman Allah surat Al-Bagarah: 275, yang berbunyi:
e bl g o GE Y B Y B, L
i a5 e A g5y g s é’.h & 196 24 L e "
3@;;335.116113;3}@umu@;uu‘mm;w;,u
(vvo 18 A1) O 3NG b b 1 Lol d

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran
(tekanan) penyakit gila. Kedaan mereka yang demikian itu adalah
disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli it
sama dengan riba, padahal Allah telah menghalatkan jual beli dan
mengharantkan riba. Maka orang-orang yang telah sampai kepadanya
larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka
baginya apa yang felah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan)
dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi
(mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni neraka; maka kekal di
datamnya .’

* Departemen Agama Rl, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: PT Bumi Restu, 1977),
hlm, 69,



Koperasi dari segi usahanya ada yang hanya menjalankan satu bidang
usaha saja, misalnya bidang konsumsi, bidang kredit atau bidang produksi. Ini
disebut koperasi bidang usaha tunggal (single purpose). Ada pula koperasi yang
meluaskan usahanya dalam berbagai bidang, disebut koperasi serba usaha (mudti
purposej, misalnya pembelian dan penjualan.®

Scbagian ulama menyebut koperasi dengan Syirkah Ta'dwuniyyah
(Persekutuan tolong-menclong), yaitu suatu perjanjian kerja sama antara dua
orang atau lebih, yang satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak
lain melakukan usaha atas dasar profit sharing (membagi untung) menurut
perjanjian. Maka dalam koperasi ini terdapat unsur Mudhdrabah karena satu
pihak memiliki modal dan pihak lain melakukan usaha atas modal tersebut.”

Ada juga vang mengatakan bahwa koperasi merupakan syirkah baru yang
diciptakan oleh para ahli ekonomi banyak sekali manfaatnya, yaitu memberi
keuntungan kepada para anggota pemilik saham, memberni bantuan keuangan dari
sebagian hasil koperasi untuk mendirikan tempat ibadah, sekolah dan
sebagainya

Dan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis bermaksud untuk
meneliti apa yang dituangkan dalam skripsi dengan judul, “TINJAUAN HUKUM
ISLAM TERHADAP SISTEM KOPERASI DALAM UU No, 25 TAHUN

1992.”

® M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Datam Islam(Figh Muamatay) (Jakarta: PT Raja
Ciratindo Persada, 2003), him. 161,

" Hendi Suhendi, Figh Muamalah {Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), him. 291.

* M. Ali Hasan, Masail Fighiyah (Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Kenangan) (Jakarta:
PT RajaGrafindo Persada, 2000), him. 69,



B. Penegasan Istilah

Untuk menghindan terjadinya kesalahpahaman dalam judul di atas, maka

perlu kiranya penulis menjelaskan pengertian istilah-istilah yang dimaksud dalam

penelitian ini, antara lain:

1.

!\J

Tinjauan

“Adalah pendapat meninjau; pandangan; pendapat (sesudah
menyelidiki; mempelajari dan sebagainya)”, ?
Hukum Islam

“Adalsh kaidah, asas, prinsip atau aturan yang digunakan untuk
mengendalikan masyarakat Islam, baik berupa ayat al-Qur’an, hadis Nabi
SAW, pendapat sahabat dan tabi’in, maupun pendapat yang berkembang di
suatu masa dalam kehidupan umat Islam™. "
Sistem

“Adalah merupakan sekelompok bagian-bagian (alat dsb.)
yang bekerja bersama-sama untuk melakukan sesuatu maksud atau
disebut juga dengan cara (metode) vang teratur untuk melakukan

sesuatu”, !

"W, I. §. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta! Balai Pustaka, 1993),

him. 1078.

' Abdul Azis Dahlan, ei. al., Ensiklopedi Hukum Islam, Nd. 11 (Jakarta: lchtiar Baru Van

Hoeve, 1996), him. 575

"w_ i S Poerwadarminta, Op. Cit., him. 955.



4. Koperasi

“Adalah perserikatan yang bertujuan memenuhi keperluan kebendaan
para anggotanya dengan sebagian besar aktivitas/kegiatannya menjual barang-
barang kebutuhan dengan harga murah sebab pada prinsipnya koperasi tidak
bermaksud mencari untung”. *

UU Ne. 25 Tahun 1992

Adalah undang-undang tentang Perkoperasian yang membertkan

landasan hukum yang mampu mendorong koperasi agar dapat tumbuh dan

berkembang mejadi lebih maju dan mandin.

Dengan pengertian beberapa makna kata di atas, maka dapat kita pahami

arti keseluruhan bahwa yang dimaksud dari serangkaian judul di atas adalah suatu

pembahasan yang berusaha untuk memberikan analisis terhadap sistem koperasi

vang berlandaskan pada suatu undang-undang yaitu UU No. 25 Tahun 1992

tentang Perkoperasian ditinjau dari hukum Islam.

. Rumusan Masalah

Dan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka penulis dapat

merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

[

Bagaimanakah cara pelaksanaan sistem koperasi menurut UU No. 25 Tzhun
1992 7
Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang sistem koperasi dalam UU Ne. 25

Tahun 1992 7

2 Sudarsono, Kawmus Hukunt (Jakarta: PT Rincka Cipta, 1992), him. 230,



D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah:
1. Untuk mengetahui sejauh mana sistem pelaksanaan koperasi menurut UU
No. 25 Tahun 1992 dan hukum Islam.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang sistem pelaksanaan koperasi
dalam UU No. 25 Tahun 1992.
Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:
l. Menambah ilmu pengetahuan khususnya bagi penulis dan umumnya para

pembaca tentang sistem koperasi.

[

Dapat menambah khazanah keilmuan bagi civitas akademika STAIN

Purwokerto dan masyarakat pada umumnya tentang sistem dari koperasi.

E. Telaab Pustaka

Buku-buku yang membahas tentang koperasi dan pengelolaannya terdapat
di antaranya dalam buku karya Sutantya Rahardja Hadhikusuma yang berjudul
Hukum Koperasi Indonesia. Buku tersebut banyak mengupas tentang koperasi
Indenesia dilihat dari optic hukum. Buku tersebut berisi tentang pengertian dan
sejarah koperasi, ruang lingkup koperasi Indonesia, pembentukan koperasi
Indonesia, Kegiatan usaha koperasi Indonesia, hingga pembubaran koperasi
Indonesia. Dalam buku tersebut juga dikemukakan bahwa untuk mencapai tujuan
mendatangkan keuntungan maka keperasi harus menjalankan usahanya secara

terus-menerus (kontinyu), terang-terangan, berhubungan dengan pihak ketiga, dan



memperhitungkan rugi laba serta mencatat semua Kegiatan usahanya tersebut ke
dalam suatu pembuktian. "

Menurut Sri-Edi Swasono dalam bukunya Sistem Ekonomi demr Demokrasi
Ekonomi mengemukakan bahwa landasan pengembangan sistem ekonomi nasional
berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 adalah agar kekuasaan ekonomi bangsa secara
bertahap berada di tangan Koperasi dan Negara dengan tetap memanfaatkan dan
mendayagunakan swasta menuju kesejahteraan sosial. Ada juga yang mengatakan
bahwa koperasi merupakan soko-guru sistem ekonomi Pancasila.'

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya yang berjudul Figitt Sunnah 13,
mengemukakan bahwa syirkah berarti ikhtildth (percampuran). Para fuqaha
mendefinisikan sebagai: Akad antara orang Arab yang berserikat dalam hal modal
dan keunlungﬂn,ls

M. Nejatullah Siddiqi dalam bukunya yang berjudul Kemitraan Usaha
dan Bagi Hasil dalam Hukun Islam, mengemukakan bahwa dalam syirkah tidak
perlu bagt setiap pihak ikut serta dalam kegiatan transaksi-transaksi, meski tidak
seorangpun yang secara formal dapat dikeluarkan dari keikutsertaan tersebut.
Pada prinsipnya, setiap pihak mempunyai hak untuk ikut serta, meskipun dalam
praktcknya tidak demikian. Dengan melalui kesepakatan bersama, yang

memungkinkan adalah bahwa modal disediakan oleh beberapa orang dan

e

" Sutantya Rahardja Hadhikusuma, Hukum Koperasi fndonesia, Ed. 1. Cet. 1. {Jakarta: PT
RujaGrafindo Persada, 2000), hlm, 101,

¥ Sn-Edi Swasono, Sistem Ekonomi danw Demokrasi Ekonomi (Jakarta: Ul-Press, 1985),
hlm. 189,

"¥ Sayyid Sabiq, Fikifi Swmah, NId. 13, Alih Bahasa: Kamaluddin A. Marzuki (Bandung;
T Al Ma'arif, tt.), him. 193,



usahanya dijalankan oleh beberapa orang bersama-sama termasuk orang yang
menyediakan modal.'®

Hendi Suhendi dalam bukunya yang begudul Figh Muamalah,
mengemukakan bahwa koperasi yang ada di Mesir berbeda dengan koperasi di
Indonesia, sebab di Indonesia pengurus yang mengelola koperasi itu dipilih dari dan
oleh anggota berdasarkan hasil rapat anggota, mereka tidak mendapat gaji, tetapi
mereka memperoleh uang kehormatan, menurut ketentuan rapat anggota, kecuali
karyawan koperasi yang bukan anggota koperasi digaji oleh koperasi.””

R. G. Kartasapoetra dkk. dalam bukunya yang berudul Prakrek
Pengelolaan Keperasi, mengemukakan bahwa pada permulaannya kita mengenal
3 (tiga) jenis bentuk koperasi yang didasarkan pada bidang-bidang usahanya,
yaitu Koperasi Konsumsi, Koperasi Produksi dan Koperasi Kredit. Selanjutnya
terjadi perkembangan usaha yang juga memerlukan perkembangan struktur
organisasi, sehingga penjenisan koperasi seperti di atas terasa kurang tepat dan
perlu dikembangkan pula. Perkembangan usaha koperasi berlangsung serba cepat
dan meluas mengikuti kemajuan ekonomi dan tingkat kepentingan/kebutuhan
para anggotanya. Ini berarti bahwa usaha-usaha dan pelayanan-pelayanannya
telah meningkat. Walaupun demikian, gerak organisasainya lctap bertahan dengan
kuat pada sendi-sendinya yang khas, yaitw: menguamakan kesejalieraan puara
anggotanya dengan gerakan yang cepat dan tepat. Dengan gerakannya yang

serba cepat, tepat dan luas maka tidak hanya 1| (satu) fungsi saja yang

' M. Nejatullah Siddigi, Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalan Hukem Islam, Penerjemah:
Fakhriyah Mumtihani (Jakarta; Dana Bhakt Prima Yasa, 1996), hlm, 9.

' Hendi Suhendi, Op. Cit., him. 292.
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dilaksanakan melainkan secara sekaligus 3 (tiga) fungsi yang satu dengan lainnya
erat berhubungan. ™

Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, berisi tentang
pengertian, landasan, asas dan tujuan, fungsi, peran dan prinsip koperasi,
pembentukan, keanggotaan, perangkat organisasi, modal, lapangan usaha, sisa
hasil usaha dan pembubaran dari koperasi. Di salah satu pasal (pasal 44 ayat (1))
Jjuga disebutkan bahwa koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya
melalui kegiatan usaha simpan pinjam dan dan untuk: (a). anggota Koperasi yang
bersangkutan; (b). Koperasi lain dan/atau anggotanya.'” Jadi dari ketentuan pasal
44 ayat (1) tersebut, bahwa dimungkinkan badan usaha yang berbentuk koperasi
mengambil bank sebagai model dalam pengelolaannya.

Menurut Ninik Widiyanti dan Y. W. Sunindhia dalam bukunya Koperasi
dan  Perekonomian Indonesia, mengemukakan bahwa maksud para orang
mendirikan koperasi ialah untuk memperbaiki kehidupannya. Usaha memperbaiki
kehidupannya itu dilakukan dengan bermacam-macam cara dalam memenuhi
kebutuhannya. Antara lain, yaitu jika keperluan itu dapat kita peroleh dengan harga
yang lebih rendah, maka kita akan dapat menghemat unutk membeli barang
keperluan lain. Sedangkan jika suatu barang dapat kita jual dengan harga yang lebih
batk, maka kita dapat membeli barang lebih banyak untuk meningkatkan kehidupan

kita. Dari hal itulah maka mendorong lahimya koperasi yang beraneka ragam.*

" R.G. Kantasapoetra dkk., Praktek Pengelolaan Koperasi (Jekarta: PT Rineka Cipta, 2000), Him. 1.
' Anonim, UU No. 25 Tahun 1992, him. 15.

* Ninik Widiyanti dan Y. W. Sunindhia, Koperasi dan Perekonomian Indonesia (Jakaria: PT
Rineka Cipta dan PT Bina Adiaksara, 2003), him. 48.
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Sedangkan Sudarsono dan Edilius dalam bukunya yang berjudul Koperasi
Dalam Teori dan Praktek, mengemukakan bahwa ditinjau dari proses kegiatan
dalam usaha mencapai cita-citanya sebagai badan usaha, dapat dengan jelas
terlihat perbedaan antara koperasi dan non-koperasi tersebut. Dalam hubungan ini
beberapa dimensi dapat digunakan sebagai variabel yang menjelaskan perbedaan
dimaksud, yaitu antara lain: Dimensi kekuasaan tertinggi dalam menentukan
kebijaksanaan usaha, dimensi usaha, dimensi ketatalaksanaan usaha, dimensi
dasar keyakinan usaha, dimensi kemanfaatan usaha, dimensi modal kerja, dimensi
pembagian sisa hasil usaha (surplus), dimensi sikap terhadap pasar dan dimensi

tujuan usaha’'

Buku ini menyajikan berbagai uraian lengkap mengenai
perkoperasian, perkembangan gerakan koperasi Indonesia, dan pengorganisasian
koperasi.

Literatur tentang koperasi telah banyak disajikan, baik yang berkaitan

dengan praktek maupun teorinya. Namun sejauh yang penulis ketahui, belum ada

penelitian yang khusus mengenai koperasi ditinjau dari hukum Islam.

F. Metode Penelitian
Dalam penelitian, metode merupakan alat yang sangat vital untuk
mencapal tujuan. Metode penelitian dimaksudkan untuk mengemukakan secara
teknis metode-metode yang digunakan dalam penelitiannya.*
! Sudarsano dan Edilius, Koperasi Dalam Teori den Prakiek (Jakarta: PT Rineka Cipta,
2002), him. 6-7.

* Noeng Muhadjir, Merodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996),

him. 13.



.

Untuk lebih mempermudah penulis dalam melakukan penelitian, maka

perlulah kiranya penulis menggunakan beberapa metede penelitian di antaranya

adalah sebagai berikut;

L.

18]

il

Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yang
bersifat studi kepustakaan atau /ibrary research yaitu jenis penelitian yang
obyek utamanya adalah buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan pokok
pembahasan ini dan juga literatur-literatur lainnya.”
Metode Pengumpulan Data
Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada penulisan ini
adalah metode dokumentasi yaitu pencarian data mengenai hal-hal atau
variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti,
notulen rapat, agenda dan sebagainya.** Schingga dari pemilihan metode
tersebut diharapkan penulis dapat memperoleh dalil-dalil atau rujukan teoritis
yang berkaitan dengan hal-hal yang akan dikaji.
Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini ada 2(dua), yaitu:
a. Sumber Data Primer
Sumber data primer atau data tangan pertama, adalah data yang
diperoleh langsung dari objek penelitian dengan mengenakan alat

pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai

(Jakarta;

* Suharsimi Arikunto, Prosedur Penefitian Swaty Pendekatan Praktek, Edisi Revisi TV

PT Rineka Cipra, 1998), hlm. 11.

# thid., hlm, 236,
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informasi yang dicari.”’ Sebagai data primer dalam penelitian ini adalah
UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan buku-buku tentang
hukum [slam.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder atau data tangan ke dua adalah data yang diperoleh
lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek
penelitiannya, atau sumber yang mengutip sumber lain.?’

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka yang menjadi
sumber sekunder dalam penelitian ini adalah bahan-bahan kepustakaan
yaitu buku-buku yang berkaitan dengan koperasi, dan juga sumber lain
dari internet.

4. Metode Analisa Data
Setelah semua data yang penulis perlukan terkumpul, maka langkah
selanjutnya adalah analisa data. Karena penelitian ini merupakan studi
dokumentasi, maka metode analisa dalanya menggunakan metode Content
Analysis (Analisis Isi). Yang dimaksud dengan Analisis Isi (Content Analysis)
yaitu, teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha
menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara obyektif dan

sistematis.” Selain itu, analisis yang diterapkan juga menggunakan metode

** Saifuddin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), him. 91,
 Ibid,
*" Winamo Surakhmad, Pengantar Penelitian lntiah (Bandung; Tarsito, 1954), him. 134,

** Hadari Nawawi, Metodologi Penelition Bidang Sosial (Yogyakarta: Gajah Mada University
Pres, 1998, him. 68.
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deduktif. Metode deduktif, yaitu pembahasan yang didasarkan pada pemikiran
yang bersifat umum, kemudian disimpulkan dalam arti khusus.”” Metode ini
penulis gunakan pada bab IV, di mana dalam bab tersebut akan dijelaskan
secara umum terhadap hal-hal yang berkaitan dengan modal dan keuntungan

dari koperasi yang kemudian dianalisis menurut hukum Islam.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebth memudahkan penulisan dan pembahasan dalam skripsi ini,
maka penulis membuat sistematika penulisan dengan uraian sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan meliputi latar belakang masalah, penegasan
istilah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode
penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi koperasi menurut UU No. 25 Tahun 1992 yang meliputi
pengertian koperasi; landasan, asas dan tujuan koperasi; fungsi dan peran serta
prinsip koperasi; pendirian i-:operasi; jenis dan usaha koperasi; keanggotaan
koperasi serta pembubaran koperasi.

Bab ketiga, dalam bab ini akan dibahas dua sub pokok bahasan yaitu
tentang modal usaha dan keuntungan koperasi (SHU). Sub pokok bahasan
pertama membahas tentang modal usaha yang meliputi pengertian, modal
koperasi, sumber modal koperasi dan pendayagunaan modal koperasi. Sedangkan
sub pokok bahasan kedua membahas tentang keuntungan koperasi yang meliputi

pengertian SHU, prinsip-prinsip pembagian SHU dan pembagian SHU.

* Sutrisno Hadi, Metodologi Research, 1d. T (Yogyakarta; Andi Offset, 1989), him, 36,



Bab keempat, akan diuraikan mengenai sistem koperasi dalam UU No. 25
Tahun 1992 ditinjau dan hukum Islam yang berisi dua sub pokok bahasan. Sub
pokok bahasan yang pertama membahas tentang konsep syirkah dalam Islam
yang meliputi pengertian dan dasar hukum syirkah serta macam-macam syirkah.
Sedangkan sub pokok bahasan yang kedua membahas tentang analisis sistem
koperasi menurut UU No. 25 tahun 1992 ditinjau dari hukum Islam yang meliputi
modal usaha dan pembagian keuntungan koperasi.

Bab kelima, merupakan bab penutup vang meliputi kesimpulan, saran-

saran dan kata penutup.



BAB II

KOPERASI MENURUT UU NO. 25 TAHUN 1992

A. Pengertian Koperasi

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum.
Demikianlah pernyataan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Makna dari suatu negara yang berdasarkan oleh penguasa sebagai pelakeana
hukum maupun oleh rakyatnya harus berpijak pada peraturan hukum yang
berlaku. Begitu pula pembangunan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia tidak
terlepas dari jangkauan hukum. Baik itu pembangunan di bidang politik,
ekonomi, sosial, budaya maupun pertahanan keamanan.

Pembangunan ekonomi Indonesia menganut sistem demokrasi ekonomi.
Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang dasar 1945 yang
menyatakan bahwa: (lihat him. 1).

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 33 UUD 1943, menyatakan bahwa:
(lihat hlm. 2).

Dalam penjelasan Pasal 33 UUD 1945 dapat disimpulkan bahwa
kehadiran koperasi di Indonesia dalam rangka pembanpunan perekonomian
mutlak merupakan suatu keharusan. Koperasi haruslah berkembang dan
mengakar di setiap insan pembangunan Indonesia. Hal tersebut menempatkan
koperasi dalam kedudukan sebagai sokoguru perekonomian nasional maupun

sebagai bagian integral tata perekonomian nasional.

17
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Ketentuan yang mengatur mengenai perkoperasin di Indonesia diatur
dalam Undang-undang tersendiri, yaitu UU No. 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian, yang terdiri dari 14 Bab dan 67 Pasal. Undang-undang No. 25
Tahun 1992 merupakan pengpanti UU No. 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok
Perkoperasian, yang sudah dinyatakan tidak berlaku lagi sejak dikeluarkannya
atau diundangkannya UU No. 25 Tahun 1992. Hal tersebut sebagaimana
tercantum dalam Bab XIV Pasal 66 UU Perkoperasian No. 25 Tahun 1992,
mengenai Ketentuan Penutup, menyatakan:

“Avat (1)
Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka Undang- undang Nomor
12 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian (Lembaran Negara

RI Tahun 1967 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1967
Nomor 2632) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ayat (2)

Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang
Pokok-pokok Perkoperasian (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor
23, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 2832)
dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan denvan
atau belum diganti berdasarkan Undang-undang ini", '

Undang-undang No. 25 Tahun 1992 mengatur mengenai beberapa
ketentvan Perkoperasian. Akan tetapi sebelum mengetahui lebih lanjut mengenai
koperasi secara terperinci, hendaknya kita harus mengetahui Iebih dahulu
pengertian - koperasi. Kata Koperasi  berasal dari bahasa Inggris  yaitu

“cooperation” atau bahasa Belanda “cooperutie”, artinya kerjasama yang terjadi

antara heberapa orang untuk mencapai tujuan yang sama yang sulit dicapai secara

' Anonim, Undang-Undang Perkeperasian (992 (UU No. 25 Tahun 1992) (Jakarta: Sinar

Grafika, 2000), hlm, 22-23,



perseorangan, Tujuan yang sama itu ialah Kkepentingan ekonomi untuk
meningkatkan kesejahteraan bersama.’

Pengertian koperasi seperti apa yang diatur dalam UU Perkeperasian
No., 25 Tahun 1992, khususnva Pasal | butir 1, menyebutkan bahwa yang
ﬁimaksud dengan koperasi adalah: “Koperasi adalah badan usaha yang
beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan
kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi
rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.

Kemudian Arifinal Chaniago juga memberikan pengertian Koperasi
sebagai benkut: “Koperasi adolah suatuy perkumpulan yvang beranggotakan
orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar
sebagai anggota, dengan bekerjasama secara kekelvargaan menjalankan usaha
untuk mempertinggi kesefahteraan jasmaniah para anggotanya ™. ”

Dan pengertian mengenai koperasi tersebut dapat diambil kesimpulan
bahwa koperasi merupakan suatu badan usaha sebagai organisasi yang
merupakan kumpulan orang-orang atau badan hukum dan bukan merupakan
kumpulan modal. Hal tersebut berarti bahwa koperasi sebagal badan usaha d
mana para angpgotanya bekerjasama melakukan aktifitas untuk mencukupi

kebutuhan bersama. Koperasi didinkan tidak bertujuan untuk mencapai suatu

? Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan fndonesia (Bandung: PT. Citra Aditya Baki,

2002}, hlm. 84-BS5,

¥ Anonim, {1 No. 23 Talmn 1992, hlm_ 2.

! Arifinal Chaniago, Perkoperasian Indonesia (Bandung: Angkasa, 1984), him. 1.



keuntungan seperti halnya badan usaha lain, akan tetapi untuk mencukupi

kebutuhan bersama anggotanya dengan bekerjasama.

. Landasan, Asas, dan Tujuan Koperasi

Tuwjuan pembanpunan nasional adalah mencapai masyarakat adil dan
makmur, merata, materiil dan spiritmil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Oleh karena itu dalam rangka mencapal tujuan tersebut pembangunan dalam
bidang ekonomi, koperasi mempunyai peran yang cukup penting. Sedangkan
salah satu sarana pembangunan dalam bidang ekeonomi adalah melalui upaya
meningkatkan pengembangan koperasi.

Koperasi sebagai sarana untuk mencapai tujuan pembangunan nasional,
tidak akan lepas dari landasan-landasan hukum scbagai landasan berpijaknya
koperasi Indonesia, agar koperasi mempunyai kedudukan yang kuat. Seperti telah
dikemukakan bahwa Indonesia menganut sistem demokrasi ekonomi, dalam hal
mana perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas
kekcluargaan, sedangkan badan usaha yang sesuat dengan hal itu adalah
Koperast. Koperasi dirasakan telah sesuai dengan sistem demokrasi ekonomi
karena koperasi sebagai badan usaha dalam perak langkahnya mendasarkan
Kepada asas kekeluargaan yang merupakan ciri khas badan usaha koperasi.

Adapun mengenai landasan dan asas koperasi dirumuskan dalam Bab [l

Pasal 2 UU Perkoperasian No. 25 Tahun 1992 yang menyatakan bahwa:



“Koperasi berfandaskan Pancasila dun UUL 1945 berdasarkan atas asas
kekeluargaan ™. ?

Landasan idiil Koperasi Indonesia adalah Pancasila. Hal ini didasarkan
atas pertimbangan bahwa Pancasila adalah pandangan hidup dan ideclogi bangsa
Indonesia, la merupakan jiwa dan semangat bangsa Indonesia di dalam
kehidupan berbangsa dan bemegara, serta merupakan nilai-nilai luhur yang ingin
diwujudkan oleh bangsa Indonesia di dalam kehidupan sehari-hannya. Pancasila,
dengan masing-masing silanya, akan menjadi pedoman yang mengarahkan semua
tindakan Koperasi dan organisasi-organisasi lainnva itu di dalam mengemban
fungsinya masing-masing di tengah-tengah masyarakat.®

Landasan Koperasi Indonesia selanjutnya adalah Landasan Strukwral
yaitu Undang-undang Dasar 1945. Undang-undang Dasar 1945, sebagaimana
diketahui, merupakan aturan pokok organisasi negara Republik Indonesia yang
berdasarkan Pancasila. Di dalam Undang-undang Dasar 1945 terdapat berbagai
ketentuan yang mengatur berbagai aspek kehidupan bangsa Indonesia dalam
bemegara. Di dalam Undang-undang Dasar 1945 kita menemukan mekanisme
hubungan antara lembaga-lembaga nepara, kedudukan, tugas dan wewenang
masing-masing lembaga negara, serta ketentuan-ketentuan lain yang dipandang
perlu keberadaannya sebagai pedoman dasar penyelenggaraan negara Republik

Indonesia.’

* Anonim, UU No. 25 Tahun 1992, him. 2.
¢ Revrisond Baswir, Koperasi Indonesia (Yogyakarta: BPFE, 1997), him. 43.

7 1hid . him. 44,
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Koperasi mempunyal landasan berpijak dalam menjalankan usahanya
yang secara srtuktural/konstitusional dinyatakan dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-
Undang Dasar 1945 dan Penjelasannya, yang antara lain dalam Penjelasnnya
menyatakan bahwa: (lihat him. 2}.

Undang-undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar bagi negara
[ndonesia, sehingga apa yang tercantum dalam hukum dasar harus dilaksanakan
secara konsekuen. Terlebih lagi dengan adanya demokrasi ekenomi yang telah
digariskan dalam Undang-undang Dasar 1945 maka harus benar-benar dapat
direalisasikan oleh Koperasi Indonesia.

Koperasi sebagai badan usaha dalam melaksanakan usahanya berdasarkan
atas asas kekeluargaan. Dengan asas kekeluargaan diharapkan nantinya akan
terwujud kebersamaan antar anggota koperasi dalam bekerjasama untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itulah, hal tersebut hendaknya
senantiasa dijaga untuk mewujudkan tujuan Koperasi, sebagaimana dinyatakan
dalam Pasal 3 UU Perkoperasian No. 25 Tahun 1992, bahwa:

“Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada kinsusnya

dan masyarakat pada wmumnya serta  ikut membangun  tatanan

perekonomian nasional dalam rangka mewyjudkan masyarakar yang

maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 19457 %

Kedudukan Koperasi sebagai sokoguru perckonomian nasional
memegang peran yang sangat penting dalam menumbuhkembangkan potensi

ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang

N

% Anonim, U No. 25 Takun 1992, him._ 3.
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mempunyal ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan dan kesempatan

usaha yang luas yang menyangkut kepentingan kehidupan ekonomi rakyat.

C. Fungsi dan Peran, Serta Prinsip Koperasi
Menpenai fungsi dan peran Koperasi dapat kita lihat dalam Pasal 4 UU
Perkoperasian No, 25 Tahun 1992, yang menyatakan bahwa:

“Fungsi dan Peran Koperasi adalah:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi
anggota pada khususnyva dan masvarckat pade wmumnva untuk
meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sesialnya;

2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas
kehiidupan manusia dan masyarakat;

3. Memperkokoh perekonomian rakyar sebagai dasar kekuvatan dan
ketahanan perckonomian nasional dengan Koperasi sebagai
sokogurunya;

4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian
nasional  yang merupakan usaha bersama berdusuar atas asas
kekeluargaan dan demokrasi ekonomi”. *

Selanjutnya Koperasi dalam menjalankan kegiatannya senantiasa
melandaskan kepada prinsip Koperasi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5

UU Perkoperastan No. 23 Tahun 1992, vaitu:

“(1) Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikui:
a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis;
c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding
dengan Besarnya jasa usaha masing-masing anggola;

d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
e. Kemancirian.

(2) Dalam mengembangkan Koperasi, maka Koperasi melaksanakan
pula prinsip Koperasi sebagai berikut:
a. Pendidikan perkoperasian;

b. Kerja sama antarkoperasi”. *°

? Ibid..

W9 ibid , him. 3-4.



Prinsip Koperasi merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan
dalam kehidupan berkoperasi. Dengan melaksanakan keseluruhan prinsip
Koperasi tersebut, maka Koperasi mewujudkan dininya sebagai badan usaha
sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial, Prinsip Koperasi
tersebut mempunyai esensi kerja Koperasi sebagal badan usaha dan merupakan

ciri khas dan jati diri Koperasi yang membedakan dengan badan usaha lain.

. Pendirian Koperasi

UU Perkoperasian Neo. 25 Tahun 1992 menetapkan bahwa Koperasi
sebagal badan usaha dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat mempunyai
tuivan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat
pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam
rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945.

Koperasi scbagai suatu badan usaha, merupakan suatu bentuk
perhimpunan orang-orang dan/atau badan hukum koperasi dengan kepentingan
yang sama.

(Neh karena koperasi ini biasanva didirikan oleh orang-orang yang
mempunyai alat dan kemampuan yang sangat terbatas, yang mempunyai
keinginan untuk memperbaiki taraf hidup dengan cara bergotong roveng, maka
produsen atau persyaratan pendiriannyapun diusahakan sesederhana mungkin,
tidak berbelit-belit, dengan persyaratan modal yang relatif kecil, dan tanpa

dipungut biaya vang tinggi.
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Persyaratan untuk mendirikan Koperasi yang biasanya telah tertuang dalam
Undang-undang ataupun Peraturan Koperasi antara lain adalah seperti berikut:

1. "Crang-orang yang akan mendirikan koperasi harus mempunyai
kepentingan ekonomi yang sama.

2. Orang-orang yang akan mendirikan koperasi harus mempunyai
lufuan yang sama.

3. Harus memenuhi syarat jumilah mininum anggora, seperti felah
ditentukan oleh pemerintah.

4. Harus memenuhi  persyaratan  wilayah terientu, seperti telah
ditentukan olelt pemerintal.

5. Harus telah dibuat konsep anggaran dasar koperasi”, "'

Mengenai syarat pembentukan koperasi juga diatur dalam Pasal 6, 7 dan 8
UU Perkoperasian No. 25 Tahun 1992, yang menyatakan bahwa:

“Pasal 6

a) Koperasi Primer dibentuk ofeh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh)
orang.

b} Koperasi Sekunder dibentuk olek sekurang-kurangnya 3 (tiga)
Koperasi,

Pasal 7

a) Pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
dilakukan dengan akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar.,

b) Koperasi mempunyai tempat kedudukan dolam wilayah negara
Republik Indonesia.

Pasal §

Anggaran Dasar sebagaimana dimaksiud dalam Pasal 7 ayat (1) memuat

sekurang-kurangnya;

daftar nama pendiri;

nama dan tempat kedudukan;

maksud dan tujuan serta bidang usaha;

ketentuan mengenai keanggeotaan:

ketentuan mengenai Rapat Anggota;

ketenivan mengenai pengelolaan:

ketentuan mengenai permodalan;

ketentuan mengenai jangka wakin berdirinya;

ketemtuan mengenai pembagian sisa hasil usaha:

kerentuan mengenai sanksi”, '?

R O

bro T T

"' Sutantya Rahardja Hadhikusuma, Hukim Koperasi Indonesia, Ed. 1., Cet. 1 (Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada, 2000), hlm, 66-67.

" Anonim, UL Ne. 25 Tahun 1992, him, 4.5,
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Pembentukan sebuah koperasi dilakukan dengan membuat Akta Pendirian
vang memuat Anggaran Dasar. Koperasi akan memperoleh Badan Hukum serta
Akta pendinannya disahkan oleh Pemerintah, dalam hal ini Departemen Koperasi
dan Pengusaha Kecil Menengah. Untuk mendapatkan pengesahan Badan Hukum
Koperasi, para pendini harus mengajukan permintaan tertulis disertai Akta
Pendirian Koperasi, berita acara rapat pembentukan Koperasi, surat bukti
penyetoran modal (minimal sebesar simpanan pokok), serta rencana awal
kegiatan Koperasi. Pengesahan Akta Pendirian Koperasi akan diberikan paling
lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan pengesahan dan akan
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indoncsia (Sesuai Pasal 10 ayat 2 dan
3 UU No. 25 Tahun 1992). Anggaran Dasar Koperasi dapat diubah, jika Rapat
Anggota menghendakinya, dan apabila perubahan menyangkut penggabungan,
pembagian, dan perubahan bidang usaha Koperasi, harus dimintakan pengesahan
kepada Departemen Koperasi dan PKM. "

Selama belum dilakukan pengumuman dan pendaftaran, maka pengurus
koperasi bertanggung jawab atas tindakan-tindakan yang dilakukan atas nama
perkumpulan koperasi itu. Pimpinan koperasi dipegang oleh pengurus yang
dipilih olch rapat anggota. Mercka itulah yang mewakili koperasi di dalam dan di
luar pengadilan. Jika rapat anggota itu memandang perlu adanya komisaris, maka

dapat pula diangkat beberapa orang sebagai komisaris, "

"' Warintek, “Merintis Bisnis", hitp: _/fwarintek progressio.or.id/badankop him-36k (4

September 2004),

'* Fuad Mohd. Fachruddin, Riba Dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi (Bandung:

PT Alma'arif, 1993), him. 168.
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E. Jenis dan Usaha Koperasi
1. Jenis Koperasi

Pertumbuhan dan perkembangan koperasi dewasa ini boleh dikatakan
telah mencapai titik keberhasilan. Hal tersebut dapat kita lihat dengan
banyaknya koperasi-koperasi yang tumbuh tersebar di seluruh pelosok
daerah-daerah, dan sepertinya koperasi sudah menyatu dan mengakar dalam
jiwa dan kehidupan seseorang dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan
hidupnya. Jika di dalam koperasi sudah tersedia berbagai macam kebutuhan
hidup maka seseorang yang menjadi anggota koperasi, akan dengan sangat
mudah memperoleh dan mencukupi kebutuhan tersebut tanpa harus
tergantung kepada keadaan keuangan anggota koperasi tersebut dan tanpa
mempunyai uangpun pada saat itu seseorang yang menjadi anggota koperasi
dapat mencukupi kebutuhan hidupnya melalui koperasi.

Untuk mengetahui jenis koperasi, maka kita harus melihat pada
kesamaan kegiatan dan kepentingan anggotanya. Hal tersebut juga ditegaskan
dalam Pasal 16 UU Perkoperasian No. 25 Tahun 1992, vang menyatakan
bahwa:

“fenty  Kuperasi  didaserkan  pada kesamaan kegiatan  dan

kepentingan ekonomi anggotanya”.

Kemudian dalam Penjelasan Pasal 16 tersebut menjelaskan bahwa:

“Dasar untuk menetukan jenis Koperasi adalah kesamaan aktivitas,
kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggotanya, seperti antara lain
Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen,
Koperasi Pemasaran, dan Koperasi Jusa. Khusus Koperasi yang

'* Anonim, (/U No. 25 Tatumr 1992, him. 7.

I



Koperasi Konsumsi mempunyai fungsi:

1) Sebagai penyalur tunggal barang-barang kebutuhan rakyat sehari-hari
yang memperpendek jarak antara produsen ke konsumen;

2) Harga barang sampati di tangan pemakat menjadi murah;

3) Ongkos-ongkos penjualan maupun ongkos pembehan dapat
dihemat."

Untuk melaksanakan tugas itu, maka dapat diatur: Koperasi-
koperasi primer langsung menyalurkan barang-barang kepada pemakai.
Supaya dapat memperoleh barang-barang langsung dari sumber aslinya,
dengan membentuk gabungan. Gabungan koperasi-koperasi primer yang
berusaha memberli langsung dari produsen atau mengimpor sendiri, dan
lalu menyalurkan ke koperasi-koperasi primer.”’ Tujuan utama Koperasi
Konsumsi ialah memperoleh barang-barang kebutuhan anggota-
anggotanya dengan mudah dan murah.*!

Koperasi Konsumsi ini bekerja pada satu usaha atau satu lapangan
saja. Koperasi ini hanya bergerak di bidang konsumsi saja. Koperasi ini
semata-mata dan hanya mengurus serta menyediakan barang-barang

kebutuhan sehari-hari anggota-anggotanya saja. Koperasi ini bekerja atas

** Arifinal Chaniago, Op. Cit., him. 51.

P Ibl;ﬂ‘..

! Ninik Widiyanti dan Y. W. Sunindhia, Koperasi dan Perekonomian fndonesia (Jakarta: PT
Rineka Cipta dan PT Bina Adiaksara, 2003), him. 52.
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dasar spesialisasi, yakni di bidang konsumsi. Koperasi ini memakai
sistem single purpose.”
b. Koperasi Kredit (atau Koperasi Simpan FPinjam)

Koperast Kredit didirikan untuk memberikan kesempatan kepada
anggola-anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan dengan
ongkos (atau bunga) yang ringan, ltulah sebabnya Koperasi ini disebut
pula Koperasi Kredit.

Akan tetapt untuk dapat memberikan pinjaman atau kredit itu
Koperasi memerlukan modal. Modal Koperasi yang utama adalah
simpanan anggota sendiri. Dari uvang simpanan yang dikumpulkan
bersama-sama itu diberikan pinjaman kepada anggota yang perlu bantuan.
Oleh karena 1u pula maka Koperasi Kredit lebih tepat disebut Koperasi
Simpan Pinjam.”

Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam ialah Koperasi
yang bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui
tabungan-tabungan para anggota secara teratur dan terus-menerus untuk

kemudian dipinjamkan kepada para anggota dengan cara mudah, murah,

cepat dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan. Contohnya
adalah unit-unit Simpan Pinjam dalam KUD, KSU, Credit Union,

Bukopin, Bank Koperasi Pasar dan lain-lain,*

* Ninik Widiyanti, Manajemen Koperasi (Jakarta: PT Rineka Cipte, 2002), him_ 11,
*¥ Ninik Widiyanti dan Y, W. Sunindhia, Op. Cir., him, 53-54.

2 Ihid, him. 54,



Tujuan dari Koperasi Kredil:
1. “Membantu keperluan kredit para anggota, yang sangat membutuhkan
dengan syarat-syarat yang ringan.
2. Mendidik kepada para anggota, supaya giat menyimpan secara teratur,
sehingga membentuk modal sendiri.
3. Mendidik anggota hidup berhemat, dengan menyisihkan sebagian dari
pendapatan mereka.
4. Menambah pengetahuan tentang perkoperasian”. 2
c. Koperasi Produksi
Koperasi Produksi yaitu Koperasi yang bergerak dalam bidang
kegiatan ekonomi pembuatan dan penjualan barang-barang batk yang
dilakukan oleh Koperasi sebagal organisasi maupun orang-orang anggota
koperasi. Contohnya adalah Koperasi Peternakan Sapi Perah, Koperasi
Tahu Tempe, Koperasi Pembuatan Sepatu, Koperasi Kerajinan, Koperasi
Batik, Koperasi Pertanian dan lain-lain. Koperasi Produksi anggotanya
terdin dan orang-orang yang mampu menghasilkan sesuatu barang atau

: R

jasa.” Orang yang dipandang mampu menghasilkan barang tersebut
mungkin saja terdin dan para pengusaha atau buruh yang bekerja padanya.
Karena itulah, kita mengenal dua macam koperasi produksi vakni:
1) Koperasi produksi kaum buruh
Koperasi roksi ini berangpotakan para buruh yang masing-
masing memiliki keterampilan tertentu. Secara kolektif, mercka

mengumpulkan modal dan membanpun satu perusahaan bersama.

Mereka bekerja menurut keahliannya masing-masing. Mereka selain

** Arifinal Chaniago, Op. Cir., him. 59.

* Ninik Widiyanti dan Y. W. Sunindhia, Op. Cit., hlm. 55



menjadi buruh juga merupakan anggota koperasi sckaligus pemilik
perusahaan dan mungkin juga pengurus karena pengurus koperasi
dipilih dani para anggota. Dalam rtapat anggota, mereka berusaha
menentukan keputusan yang mampu menyatukan sesamanya. Apa
yang menjadi keputusan rapat harus dilaksanakan oleh pengurus yang
dalam menjalankan tugasnya memercayakan kepada pemimpin usaha
atau manajer,

Koperasi produksi produsen atau majikan

Koperasi ini beranggotakan orang-orang yang memiliki
perusahaan sendiri, Mereka pada umumnya adalah kaum pengusaha
seperti halnya pemilitk usaha kerajinan, pemilik peternakan,
pengusaha tahu dan tempe, pengusaha pelebur logam, dan lain
sebagainya, Mereka menyatukan diri dalam wadah koperasi produksi
sesual dengan usaha yang ditekuni,

Sebenarnya, koperasi produksi yang berkembang saat ini
bukanlah koperasi produksi yang semula dicita-citakan sebagai bentuk
workshop, namun lebih tepat disebul sebagai koperasi produsen.
Produsen membentuk suvate koperasi yang membaniu anggotanya
memperlancar usaha produksinya dengan jalan menyediakan bahan

baku, mesin dan fasilitas produksi lainnya, pasar, dan mengolah



hasilnya. Sedangkan alat dan proses produksi dasar tetap dilakukan
dan dikuasai oleh para anggotanya.’
d. Koperasi Jasa
Koperasi Jasa yaitu koperasi yang berusaha di bidang penyediaan
jasa tertentu bagi para anggota maupun masyarakat umum, Contohnya
adelah Koperasi Angkutan, Koperasi Perencanaan dan Konstruksi
Bangunan, Koperasi Jasa Audit, Koperasi Asuransi Indonesia, Koperasi
Perumahan Nasional (Kopemas), Koperasi Jasa untuk mengurus dokumen-
dokumen seperti SIM, STNK, Paspor, Sertifikat Tanah dan lain-lain, 2
Secara umum, koperasi jasa dibentuk guna memberikan pelayanan
kepada para anggotanya. Adapun layanan yang dapat diberikan oleh
masing-masing koperasi jasa antara lain:

I “Koperasi pengangkutan memberikan layanan pengangkutan barang
maupun orang kepada masyarakat. Modal yang dikumpulkan dari para
anggota dikumpulkan dan dibelikan alat angkutan dan suku cadang
kendaraan guna mengangkut barang dari para anggota dengan tarif
yang lebih rendah daripada tarif umum. Ada pula koperasi
pengangkutan yang memberikan jasanya kepada anggota masyarakat
luas selain anggotanya sendiri seperti halnya koperasi taksi. Angpota
koperasi dilayani dengan menyediakan suku cadang dan taksinya
digunakan untuk melayani kepentingan umum.
Koperasi perumahan memberikan jasa dengan cara menyewakan
rumah-rumah sehat dengan sewa yang cukup rendah atau menjualnya
dengan harga yang sangat ringan.
Koperast asuransi memberikan jasa jaminan kepada para anggotanya
dalam bentuk asuransi jiwa, asuransi kebukaran, maupun kecelakaan.
4. Koperasi jasa pelistrikan memberikan jasa aliran listrik kepada para
anggolanya dengan cara membeli tenaga listrik dalam kekuatan besar
dan kemudian dibagikan kepada para anggotanya dengan tarif ringan

48]

Ll
v

* Pandji Anoraga dan Djoko Sudantoko, Koperasi, Kewirausahaan, dan Usaba Kecil

(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), him. 23-24,

** Ninik Widiyanti dan Y. W, Sunindhia, Op. Cit., him. 59.
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atau menghasilkan tenaga listrik sendiri dan menyalurkannya kepada
para anggota dan masyarakat dengan tarif yang tidak mahal.

3. Koperasi pariwisata didirikan dengan tujuan memberikan kesempatan
kepada para anggotanya untuk berpariwisata melalui pemberian jasa
angkutan, penginapan, dan konsumsi dengan tanf ringan. Langkah ini
ditempuh dengan menyediakan alat transportasi, hotel, dan restoran.
Koperasi ini dapat didirikan oleh pelajar, mahasiswa, karyawan,
buruh, dan lain sebagainya”. **

e. Koperasi Serba Usaha

Koperasi serba usaha yaitu koperasi yang menyelenggarakan usaha
lebih dani satu macam kebutuhan ekonomi atau kepentingan ekonomi para
anggotanya. Biasanya koperasi demikian tidak dibentuk sekaligus untuk
melakvkan bermacam-macam usaha, melainkan makin luas karena
kebutuhan anggota yang makin berkembang, kesempatan usaha yang
terbuka dan lain-lain sebab. Namun tingkat kerumitan mengelola
bermacam-macam jenis usaha lebih tinggi dibandingkan dengan yang
hanya mengelola satu macam usaha saja. Apalagi kalau diingat, tingkat
risikonya pun juga lebth tinggi, dan sangat terbatasnya tenaga yang
memiliki kemampuan pengelolaan yang tinggi di dalam lingkungan
koperast itu sendini. Contoh koperasi jenis ini adalah KUD, KSU dan

Koperasi di lingkungan karyawan, ABRI, Pegawai Negeri dan lain-lain.*

2. Usaha Koperasi

Perekonomian Indonesia dibagi dalam sektor Pemerintah, sektor

koperasi dan sektor swasta. Dalam sektor koperasi, koperasi dapat bergerak

* Pandji Anoraga dan Djoko Sudantoko, Op. Cit., him. 24-23,

* Ninik Widiyanti dan Y. W. Sunindhia, Op. Cit., hlm. 75.76.
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untuk melakukan segala kegiatan ekonomi, tetapi hal ini tidak berarti bahwa
koperasi dapat melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi sedemikian rupa,
sehingga terlepas sama sekali dan kepentingan-kepentingan anggotanya, azas
dan sendi-sendi dasarnya, sehingga anggota koperasi dapat memperoleh
kemanfaatan dari usaha-usaha yang mereka sendin tidak menyumbangkan
karya dan jasanya untuk memperoleh kemanfaatan tersebut.

Penjenisan koperasi pada dasammya mempunyai peranan yang
menentukan dalam pengaturan usaha pokoknya, sehingga dapat diperoleh
kemanfaatan bersama, yang benar-benar dicapai berdasarkan sumbangan
karya atau jasa para anggotanya semuanya.’’

Sebagai Koperasi, sebagaimana dengan bentuk usaha kumpulan
modal bisa saja memilih usahanya berdasarkan kemungkinan untung yang
sebesar-besarnya. Akan tetapi mengingat Koperasi adalah bentuk usaha
bersama, maka pilihan usaha Koperasi 1tu ditentukan oleh kepentingan usaha
atau mata pencahanan anggotanya. Koperasi bukan Koperasi jika usahanya
ditentukan berdasarkan besarnya untung yang akan diperoleh tanpa ada kaitan
usaha dengan usaha anggotanya atau meningkatkan daya beli anggotanya. Ini
berarti bahwa usaha Koperasi menjadi tumpuan harapan angpotanya untuk
menunjang usaha mereka masing-masing atau meningkatkan daya beli, atau

demokrasi usaha.*

" H M. N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukim Dagang Indonesia H: Bentuk-benik
FPerusahaan (Jakana: Djambatan, 19993, him. 216.

* Ninik Widiyanti, Op. Cit., him. 18,
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Dari berbagai koperasi yang ada tentunya masing-masing koperasi
mempunyai bidang usaha yang berbeda tergantung dari jenis koperasi yang
bersangkutan, Mengenai usaha koperasi Pasal 43 UU Perkoperasian No. 25
Tahun 1992, mengatur bahwa;

1) “Usaha Koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan
kepentingan  anggota  umiuk  meningkatkan  usaha  dan
kesejahteraan anggota.

2) Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat digunakan
uniuk memenuhi kebutuhan masyarakar yvang bukan anggotu
Koperasi.

3) Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan wama di
segala bidang kehidupan ekonomi rakyat ",

Kemudian dalam Penjelasan Pasal 43 antara lain menyebutkan bahwa:

“Ayent (1)

Usaha Koperasi terutama diarahkan pada bidang usaha yang
herkaitan langsung  dengan  kepentingan  anggota  baik  untuk
menunjang usaha maupun kesejahteraannya. Dalam hubungan ini
maka pengelolaan usaha Koperasi harus dilakukan secara produkiif]
efektif, dan efisien dalam arti Koperasi harus mempunyai kemampuan
mewnjuctkan pelayanan waha yang dapat meningkatkon nilai tambah
dan manfaal yvang sebesar-besarnya pudn anggota dengan tetap
mempertimbangkan untuk memperoleh sisa hasil usaha yang wajar.
Untuk mencapai kemampuan usaha seperti tersebut di atas, maka
Koperast dapat berusaha secara luwes baik ke hdu maupun ke hilir
serta berbagai jenis usaha lainnya yang terkait. Adapun mengenai
pelaksanaan usaha Koperasi, dapat dilakukan di mana saja, baik di
dalam maupun di luar negeri, dengan mempertimbangkan kelayakan
usahanya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kelebifun kemampuan usaha Koperasi adalah
kelebihan kapasitas dana dan daya yang dimiliki oleh Koperasi uniuk
melayant anggotanya. Kelebihan kapasitas tersebut oleh Koperasi
dapat dimanfaatkan untuk berusaha dengan bukan anggota dengan
tujuan untuk mengoptimalkan skala ekonomi dalam arti menmperbesar
volume usaha dan menekan biaya per unit yang memberikan manfaat
sebesar-besarnya kepada anggotanya serta untuk memasyarakatkan
Koperasi,

M Anonim, U Ne. 25 Tahun 1992, him, 15.
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Ayat (3)

Agar Keoperasi dapat mewwjudkan fungsi dan peran seperti yung
dimaksud dalam Pasal 4, maka Koperasi meiaksanakan usaha di
segala bidang kehidupan ekonomi dan berperan wtama dalam
kehidupan ekonomi rakyat. Yang dimaksud dengan kehidupan
ekonomi rakyat adalah semua kegiatan ekonomi yang dilaksunakan
dan menyanghut kepentingan orang banyak”. >

Koperasi dapat menggiatkan usaha dengan menghimpun dana dalam
bentuk simpanan-simpanan sebapai modal usaha koperasi. Kecuah itu,
koperasi juga dapat mengupayakan penyaluran dana tersebut kepada anggota
koperasi pada khususnya yang membutuhkan dalam bentuk pinjaman, dengan
harapan pinjaman tersebut dapat digunakan pada hal-hal yang bermanfaat.

Bentuk usaha koperasi yang demikian dikenal dengan usaha simpan pinjam.

F. Keanggotaan Koperasi

Telah dikemukakan bahwa koperasi merupakan badan usaha yang
beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi sekaligus sebagai
gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi
didirikan sebagal suatu perkumpulan orang-orang atau badan hukum koperasi, di
mana setiap anggota koperasi itu mempunyai kesamaan kepentingan ekonomi
untuk melakukan suatu kerjasama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sebagai langkah awal agar diakui status keanggotaannya, maka anggota
koperasi diwajibkan membayar simpanan pokok yang merupakan saham sebagai
tanda keikutsertaan dan kepemilikan anggota terhadap koperasi, karena pada

dasarnya pemilik koperasi adalah anggota itu sendin.

M Ibid., hlm. 42-43.



Sifat keanggotaan Koperasi adalah bebas, sukarela dan terbuka, Ini berarti
bahwa seorang menjadi anggota Koperasi berdasarkan kesadaran dan kebebasan
yang ada padanya, tanpa ada paksaan dari siapapun. Juga asas persamaan di
antara sesama anggota tetap dipertahankan di dalam Koperasi, tanpa mengadakan
perbedaan di antara anggota yang berlainan keturunan, paham politik dan agama.
Sebenamya anggota-anggota itulah yang memiliki Koperasi secara bersama-
sama. Maju mundurnya Koperasi itu pun sebagian besar tergantung dari
kegiatan-kegiatan anggota-anggota itu sendiri.**

Dari pernyataan di atas yaitu bahwa setiap anggota itu mempunyai
kewajiban dan hak yang sama terhadap koperasi, antara lain ia berhak
menggunakan jasa koperasi. Dalam Penjelasan Pasal 17 ayat (1) UU
Perkoperasian No. 25 Tahun 1992, menyatakan bahwa:

“Sebagai pemilik dan pengguna jasa Koperasi, anggota berpartisipasi akiif

dalam kegiatan Koperasi. Sekalipun demikian, sepanjang tidak merugikan

kepentingannya, Koperasi dapat pula memberikan pelayvanan kepada bukan
anggota sesuai dengan sifat kegiatan usahanya, dengan maksud untuk
menarik yang bukan anggota menjadi anggota Koperasi”. *¢

Apabila ada orang yang ingin mendapat pelayanan dan menjadi anggota
koperasi, namun tidak sepenuhnya dapat memenuhi persyaratan sebagaimana
ditetapkan dalam AD, maka dapat diterima sebagai anggota luar biasa. Kctentuan
ini memberi peluang bagt penduduk Indonesia bukan warga negara dapat menjadi

anggota luar biasa dari suatu koperasi sepanjang memenuhi ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

* Ninik Widiyanti dan Y. W. Sunindhia, Op. Cit., hlm. 103.

* Anonim, UL No. 23 Tabun 1992, him, 32,

=i
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Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UU Perkperasian No. 25 Tahun 1992,
menvatakan: “Keanggoraan koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan
ekonomi dualam lingkup usaha koperasi”. Ketentuan tersebut menunjukkan
bahwa faktor kesamaan kepentingan dalam usaha koperasi merupakan tolak ukur
untuk menentukan diterima/tidaknya seseorang/badan hukum koperasi menjadi
anggota koperasi.

Jika anggota koperast merasa dirinya sudah tidak terwakili lagi
kepentingannya dalam Kkoperasi, maka dia harus diben kebebasan untuk
menentukan pilihan, apakah akan keluar atau terus sebagai anggota, Tetapi perlu
diingat, sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (2) dinyatakan bahwa: “Keanggoraan
koperast dapat diperoleh atau diakhiri setelah syarat sebagaimana diatur dalam
Anggaran Dasar dipenuhi”.

Keanggotaan koperasi pada dasarmnya tidak dapat dipindahtangankan karena
persyaratan untuk menjadi anggota koperasi adalah kepentingan ekonomi yang
melekat pada anggota yang bersangkutan. Dalam hal anggota meninggal dunia,
keanggotaannya dapat diteruskan oleh ahli waris yang memenuhi kepentingan ahli
waris dan mempermudah proses mereka untuk menjadi anggota.”’

Keterikatan seseorang menjadi anggota koperasi, akan melahirkan
kewajiban dan hak yang melekat pada diri anggota itu sendiri, Serangkaian
kewajiban dan hak anggota koperasi adalah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal

20 UU Perkoperasian No, 25 Tahun 1992, bahwa:

"Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto, Perkeperasian: Sejarah, Teori, dan Prakiek
{Jakarta; Ghalia Indonesia, 2002}, him, 55.
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“(1) Setiap anggota mempunyai kewajiban:

(74

b.

<.

mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta
keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota;
berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh
Koperasi;

mengembangkan dan memenuhi kebersamaan berdasar atas asas
kekeluargaan.

(2) Setiap anggota mempunyai hak:

.

b,

£

menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam
Rapat Anggota;

memilih dan/atau  dipilih - menjadi  anggota Pengurus  atau
Pengawas;

meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentugn dalam
Anggaran Dasar;

mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus di luar
Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta;

memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang sama
antara sesama anggoiay

mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi
menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar”. >

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 20 ayat (1) UU Perkoperasian No. 25

Tahun 1992 menyebutkan bahwa:

“Sebagaimana konsekuensi seseorang menfadi anggota Koperasi, maka
anggota mempunyai kewafiban yang harus dipenuhi, yaitu memaluhi
ketentuan yang ada dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga serta kepuwtusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota.
Mengingat anggota adalah pemilik dan pengguna jasa sangat
berkepentingan dalam wsaha yang dijalankan oleh Koperasi, maka
pertisipasi anggola berarii pula untuk mengembangkan usaha Koperasi.
Hal itu sejalan pula dengan hak anggota untuk memanfaatkan dan
mendapatkan pelavanan dari Koperasinya. Anggota merupakan faktor
peneniy dalam keliidupan Koperasi, oleh karena itu pending bagi anggota
untik mengembangken dan memelihara kebersamaan®, ”’

Secara praktis berkaitan dengan status keanggotaan koperasi hendaknya

ada keseimbangan antara kewajiban dan hak. Setidaknya anggota dapat menuntut

hak apabila ia telah memenuhi kewajibannya terlebih dahulu.

** Anonim, UU No. 25 Tahun 1992, hlm. 7-8.

* Ibid., him. 34,
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G. Pembubaran Koperasi

Keberadaan dari Koperasi tidak bisa dilepaskan dari kepentingan para
anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Mungkin pada tahap-
tahap awal pertumbuhannya para anggota Koperasi itu merasakan manfaat dari
keberadaan Koperasi itu untuk peningkatan kesejahteraan mereka. Akan tetapi,
scjalan dengan perkembangan usahanya, tidak tertutup kemungkinan
perkembangan wusaha Koperasi tidak lagi sejalan dengan kepentingan
anggotanya.”® Hal tersebut menyebabkan partisipasi anggota terhadap adanya
Koperasi itu berkurang sehingga menyebabkan bubarnya Koperasi.

Sebagai salah satu organisasi ckonomi yang berstatus badan hukum, maka
hidup dan bubarnya Koperasi itu diatur dalam suatu peraturan. Cara pembubaran
Koperasi Indonesia diatur dalam UU Perkoperasian No. 25 Tahun 1992 yaitu
Pasal 46 sampai dengan 50 beserta Penjelasannya.

Di dalam ketentuan Pasal 46 sampai dengan Pasal 50 UU No. 25 Tahun
1992 beserta Penjelasannya tidak memberikan penjelasan mengenai alasan-alasan
yang dapat dipakai oleh rapat anggota sehingga boleh memutuskan pembubaran
koperasi.*!

Berdasarkan ketentuan Pasal 46 UU Perkoperasian No. 25 Tahun 1992,
terdapat 2 (dua) cara yang dapat dilakukan untuk membubarkan koperasi, yaitu

sebagai berikut;

* Revrisond Baswir, Op. Cit., hlm, 137.

* Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto, Op. Cit., hlm. 57.




1. Ketentuan rapat anggota.
2. Ketentuan pemerintah.*

Dari ketentuan tersebut di atas maka dapat diuraikan sebagai benkut:
I. Keputusan Rapat Anggota.

Apabila anggota merasa bahwa koperasi tidak berjalan sesuai harapan,
maka para anggota dapat mengajukan usul pembubaran koperasi melalui
rapat anggota. Apabila anggota koperasi lainnya menyetujui usul pembubaran
itu, maka rapat anggota dapat memutuskan pembubaran koperasi. Kondisi
lain yang dapat mendorong pembubaran koperasi melalui keputusan rapat
anggota adalah apabila ada penggabungan koperasi bersangkutan dengan
koperasi lain, sehingga koperasi bersangkutan dibubarkan untuk dibentuk
koperasi baru."

2. Keputusan Pemerintah

Menurut ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU Perkoperasian No. 25 Tahun
1992 itu menyatakan bahwa keputusan pembubaran koperasi oleh Pemenntah
dilakukan apabila:

a. "Terdapat bukti bahwa koperasi yang bersanghkutan ridak

memenuhi ketentuan Undang-undang ini;

h, Kegiatannya bertentangan dengan ketertiban umum dan'atan
kesusilaan,

e. Kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi dikarapkan”. ™

** Anonim, UU Ne. 25 Talum 1992, him. 16.
* Pandji Anoraga dan Djoko Sudantoko, Op. Cit,, him. 82.

H Anonim, UL Na. 25 Tahun 1992, him, 16,
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Sedangkan dalam Penjelasan Pasal tersebut di atas menjelaskan
bahwa keputusan pembubaran karena alasan kegiatan koperasi bertentangan
dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan dalam ketentuan im dilakukan
apabila telah dibuktikan dengan keputusan pengadilan, Keputusan
pembubaran karena alasan kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi
diharapkan, antara lain karena dinyatakan pailit.*’

Apabila rapat anggota telah memutuskan untuk membubarkan
koperasi, maka pengurus koperasi atau kuasa rapat anggota memberitahukan
secara tertulis keputusan pembubaran koperasi tersebul kepada: semua
kreditor dan pemerintah, dalam jangka waktu paling lama 14 hari sejak
tanggal keputusan rapat anggota pembubaran.®® Yang dimaksud dengan
Kuasa Rapat Anggota dalam hal ini adalah mereka yang ditunjuk dan diberi
kuasa serta tanggung jawab oleh Rapat Anggota untuk melaksanakan tugas
yang berkaitan dengan pembubaran koperasi.*’

Pemberitahuan secara tertulis tentang keputusan pembubaran koperasi
tersebut dijelaskan dalam Pasal 50 UU Perkoperasian No. 25 Tahun 1992,
yang menyalakan bahwa:

a. “Nama dan alamat Penyelesai, dan

b. Ketentuan bahwa semua kreditor dapat mengajukan tagihan

dalam fangka wakiu 3 (tiga) bulen sesudah tanggal diterimanya
surat pemberitahuan pembubaran".

¥ Ibid, him. 44.
* Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto, Lee, Cit..
T Anonim, (U No. 23 Tahun 1992, Loe. Cit..

* Ihid., him. 17.



BAB I

MODAL USAHA DAN KEUNTUNGAN KOFPERASI

A. Modal Usaha Koperasi
1. Pengertian Modal Koperasi

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa koperasi merupakan kumpulan
orang-orang, bukan kumpulan modal. Namun demikian, bukan berarti bahwa
faktor modal tidak berperan sama sekali, akan tetapt dalam koperasi pengaruh
dan penggunaan modal tidak boleh mengaburkan pengertian koperasi sebagai
perkumpulan orang.

Pada asasnya koperas: bukanlah merupakan suatu usaha yang mencan
keuntungan semata-mata seperti halnya usaha-usaha swasta seperti Firma dan
perseroan. Namun, tujuan utama koperasi adalah untuk meningkatkan taraf
hidup serta memajukan kemakmuran dan kesejahteraan anggota-
anggotanya, '

Sebagai suatu badan usaha ekonomi, modal merupakan kebutuhan
vang mutlak diperlukan bagi koperasi untuk dapat melaksanakan seluruh
kegiatannya, Maka dari itu sebelumnya kita harus mengetahui tentang
pengertian dari modal. Modal adalah vang atau benda yang ditanamkan

dalam suatu usaha untuk dikelola lebih lanjut secara produktif,®

' Ninik Widiyanti dan Y. W, Sunindhia, Koperasi dan Perckonomian Indonesia (Jakarta; PT
Rineka Cipta dan PT Bina Adiaksara, 2003}, hlm. 3-4.

* Investorindonesia, “livesting in lndonesia is Investorindonesia”,

hutp: Mfwww investorindgnesia com/glossaryfind_m himl-42k (10 September 2004).

44




Modal sebagaimana diketahui adalah salah satu faktor produksi yang
sangat penting, tetapi hingga sekarang di antara para ahli belum terdapat
kesamaan pendapat tentang apa yang disebut dengan modal itu. Adam Smith
salah seorang pelopor aliran klasik vang menulis buku berjudul “The Wealth
of Nations™ (1976), mengartikan modal sebagai bagian nilai kekayaan yang
dapat mendatangkan penghasilan, Dalam perkembangannya, pengertian
modal mengarah kepada sifat non fisik, dalam arti ditekankan kepada nilai,
daya beli atau kekuasaan memakai atau menggunakan vyang terkandung
dalam barang modal.®

Menurut Ensiklopedi Indonesia bahwa modal adalah jumlah vang atau
barang yang diinvestasikan; merupakan salah satu faktor produksi penting
vang menunjukkan aktiva total suatu badan usaha, obyek material yang
digunakan untuk memproduksi kekayaan atau jasa-jasa ekonomi; disebut juga
barang produksi atau barang modal. Dalam perusahaan bangun modal
terdapat pada sebelah debet (kiri) suatu neraca.*

2. Sumber Modal Koperasi

Pengembangan usaha koperasi itu memerlukan suatu modal banyak
vang tentunya sulit atau tidak memadai kalau hanya mengandalkan simpanan-
simpanan atau sisa hasil usaha saja. Menurut Pasal 41 UU Perkoperasian No.
25 Tahun 1992 vang mengatur mengenai modal usaha koperasi, menyatakan

bahwa;

? Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto, Perkeperasian: Sejarah, Teori, dan Proktck
(Jakarta; Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 70.

* Hasan Shadily, er. al., Ensiklopedi Indonesia, Jld. 4 (Jakarta: PT Ichtiar Baru-Van Hoeve,
1983, him. 2267.
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1) “"Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman,
2) Modul sendiri dapat berasal dari:
a. simpanan pokok;
b. simpanan wajib;
¢. dana cadangan;
d. hibah.
3) Modal pinjaman dapat berasal dari;
a. anggota;
b. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya;
¢. bank dan lembaga keuvangan lainnya;
d. penerbitan obligasi dan surat wtang lainnya;
e. sumber lain yang sah’. ’

Modal koperasi terdiri dan modal sendin, berupa Simpanan Pokok
dan Wajib, Dana Cadangan, serta Hibeh, dan modal pinjaman dari anggota,
koperasi lainnya, Bank atau Lembaga Keuangan lain, penerbitan obligasi,
serta sumber lain yang sah, dan Koperasi dapat pula melakukan pemupukan
modal vang berasal dari penyertaan.®

Dari pembagian modal koperasi tersebut di atas dapat diuraikan
sehagal berikut:

a. Modal Sendin
Modal sendiri adalah modal yang menanggung risiko atau disebut
modal ckuiti” Modal ckuiti adalah modal yang disediakan oleh pemilik
modal, dalam hal int anggota sebagai dasar bagl penanaman medal yang

memungkinkan koperasi melakukan usaha Meodal ini merupakan modal

berisiko (risk capital}, karena pemilik modal tersebut merupakan pemilik

* Anonim, UL/ Perkoperasian 1992 (UU No. 25 Tahun 1992) (Jakana: Sinar Grafika, 2000),
him, 14,

*Koperindo, “Warta Kaperasi Indonesia®,

hiip: frewew koperindo. com/infokop/kelola_kop html-16k (4 September 2004).
? Anonim, UU Na. 25 Tahwn 1992, him, 40,
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dari koperasi yang bersangkutan.® Pengertian risiko menurut Subekti
berarti kewajiban untuk memikul kerugian jikalau ada suatu kejadian di
luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang dimaksudkan
dalam perjanjian.’

Dalam hal ini disebut sebagai modal sendiri; karena kelompok
modal itu bukanlah berasal dari pihak luar atau kreditur, bukan utang
Koperasi. Pihak ekstern, menganggap kelompok modal itu sebagai modal
Koperasi sendiri."”

Modal sendiri itu berasal dari:

1) Simpanan Pokok

Menurut Penjelasan Pasal 41 ayat (2) UU No. 25 Tahun 1992
tentang Perkoperasian, vang dimaksud dengan simpanan pokek adalah
sejumlah uang vang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh
anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota.'' Mengenai
ketentuan besarnya simpanan pokok adalah tergantung ketentuan
masing-masing koperas) yang bersangkutan. Hal tersebut biasanya sudah
ditentukan dalam anggaran dasar masing-masing Koperasi, Simpanan

pokok ini tidak dapat diambil kembali selama masih menjadi anggota.

* Hendrojogi, Keperasi: Azas-azas, Teori dan Prakiek (Jakarta: PT RajaGratinde Persada,
1997), him. 182,

? Subekti, Pokok-Pokok Hikim Perdara (Jakarta: PT Intermasa, 1995), hlm, 144,

"' Ani Kenangasari, dkk., Sekilas Tentang Modal dan Kemandivian Koperasi (Bandung: CV
Pionir Jaya, 1996), hlm. 7.

' Anonim, U No. 25 Talun 1992, him. 40,

' Ninik Widiyanti dan Y. W. Sunindhia, Op. Cét., him. 135.
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2) Simpanan Wajib

Simpanan wajib adalah sejumlah simpanan tertentu yang tidak
harus sama yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi
dalam waktu dan Kkesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak
dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi
anggota.

3) Dana Cadangan

Untuk menjaga terjadinya kerugian di kemudian hari, maka
koperasi dapat menghimpun modal melalui dana cadangan. Yang
dimaksud dengan dana cadangan adalah sejumlah uvang yang
diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk
memupuk modal sendin dan untuk menutup kerugian koperasi bila
diperlukan. Dana cadangan koperasi tidak boleh dibagikan kepada
anggota, meskipun terjadi pembubaran koperasi. Dana ini, pada masa
pembubaran oleh penyelesaian pembubaran dipakai untuk
menyelesaikan hutang-hutang koperasi, kerugian-kerugian koperasi,
biaya-biaya penyelesaian, dan sebagainya, Mengenai pemupukan
dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota.

Maksud diadakan dana cadangan antara lain ialeh untuk
menutup kerugian bila hal itu terjadi. Dalam pengalaman tampak

bahwa uvang cadangan itu hampir tidak pernah digunakan untuk

"* Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto, Op. Cit., hln. 72.
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menutup kerugian. Oleh sebab itu peraturan menentukan bahwa uang
cadangan dapat digunakan juga sebagai modal."
4) Hibah

Hibah adalah suatu pemberian atau hadiah dari seseorang
semasa hidupnya. Hibah ini dapat berbentuk wasiat, jika pemberian
tersebut diucapkan/ditulis oleh sescorang sebagai wasiat atau pesan
terakhir sesudah meninggal dunia dan baru berlaku setelah dia
meninggal dunia. Modal koperasi yang merupakan pemberian (hibah)
ini adalah pemberian harta kekayaan seseorang yang berupa
kebendaan, baik benda bergerak atau benda tetap.

Untuk pemindahan hak milik harta kekayaan yang berupa
benda bergerak pemberi hibah dapat dilakukan seketika, karena
penyerahan hak milik atas benda bergerak dilakukan langsung dari
tangan ke tangan (hand to hand). Untuk penyerahan benda tetap
dilakukan melalui penyerahan yuridis, yaitu suatu penyerahan yang
harus memenuhi syarat-syarat hukum tertentu untuk sahnya suatu
pemindahan hak milik atas benda tetap, "’

b. Modal Pinjaman
Untuk  pengembangan usahanya, maka koperasi dapat
menggunakan medal pinjaman dengan memperhatikan kelayakan dan

kelangsungan usahanya. Dalam hal ini modal pinjaman dapat berasal dari:

" Ninik Widiyanti dan Y. W. Sunindhia, Op. Cit, him, 136,

" Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto, Lec. Cit..
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Anggota

Pinjaman yang berasal dari anggota yaitu merupakan suatu
pinjaman yang diperoleh dan anggota, termasuk calon anggota yang
memenuht syarat,
Koperasi lain dan/atau anggotanya

Pinjaman dari koperasi lain dan/atau anggotanya didasari
dengan perjanjian kerja sama antarkoperasi.
Bank dan lembaga keuangan lainnya

Pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya dilakukan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Jika tidak terdapat ketentuan khusus, koperasi sebagai debitur dan
bank atau lembaga keuangan lainnva diperlakukan sama dengan
debitur lain, baik mengenai persyaratan pemberian dan pengembalian
kredit maupun prosedur kredit.
Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya

Dalam rangka mencari tambahan modal, koperasi dapat
mengeluarkan obligasi (surat pernyataan hutang) yang dapat dijual ke
masyarakat. Scbagai konsckucnsinya, maka koperasi diharuskan
membayar bunga atas pinjaman yang diterima (nilai oblipasi yang
dijual) secara tetap, baik besar maupun waktunya. Penerbitan obligasi
dan surat hutang lainnya dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku.
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5) Sumber lain yang sah

Sumber lain yang sah adalah pinjaman dari bukan anggota
yang dilakukan tidak melalui penawaran secara hukum. Contoh:
pemberian saham kepada koperasi oleh perusahaan berbadan hukum
PT, sebagai wujud himbauan Presiden Suharto beberapa waktu yang
lalu di peternakan Tapos Bogor. Pemberian ini pada prakteknya bukan
hibah karena koperasi menenma szham tersebut tetapi harus
membayar nilai saham vang diterima, Hanya saja pembayaran nilai
saham yang diterima tidak secara tunail, tetapi dibayar dari deviden
yang seharusnya diterima koperasi tersebut. Hal ini terjadi sampai
nilai saham yang diterima koperasi tersebut terpenuhi. '

Selain modal sendiri dan modal pinjaman, koperasi dapat pula
melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan.
Dalam Penjclasan Pasal 42 ayat (1) UU Perkoperasian No. 25 Tahun
1992, dinyatakan bahwa:

“Pemupukan modal dari modal penyertaan, baik yang

bersumber dari  Pemerintah maupun dari masyarakat

dilaksanakan dafam rangka memperkuar kegiatan usaha

Koperasi terutama yang berbentuk investasi. Modal

penyertaan ikud menanggung risiko. Pemilik modal penyeriaan

tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Anggota dan dalam
menentukan  kebljaksanaan Koperasi secara keseluruhun.

Namun  demikian, pemilik  modal penyertaan dapat

ditkutsertakan dalam pengelolaan dan pengawasan wsaha

investasi yang didukung oleh modal penyertaannya sesuai
dengan perjanfjian”,

1 fhicd, hlm. 73.

7 Anonim, LU No. 25 Tatwn 1992, him. 41.




investasi untuk mana kepada pemiliknya harus diberikan bukt
keikutsertaannya dalam bentuk saham,”
3. Pendayagunaan Maodal Koperasi

Seperti telah disebutkan di atas bahwa modal koperasi itu terdiri dan
dipupuk dari simpanan-simpanan pokok, wajib, dana cadangan dan hibah
vang berasal dari para anggotanya. Maka dari itu yang diperoleh koperasi
hendaknya itu dapat didayagunakan untuk memenuhi kebutuhan para anggota
koperasi sesuat dengan bidang usaha vang dijalankan oleh koperasi.

Dalam berbagai macam jenis koperasi, pendayagunaan modal itu
disesuaikan menurut kebutuhan, kemanfaatan dan kegunaannya bagi para
anggota koperasi tersebut, di antaranya yaitu:

a. “Pada koperasi-koperasi yang bergerak di bidang jasa, seperti koperasi
simpan pinjam, koperasi angkutan, dan lain-lain titik berat penggunaan
modal yaitu mempertinggi tingkat pelayanan jasa-jasa kepada anggota.

b. Pada koperasi-koperasi produksi titik berat penggunaannya yaitu untuk
mempertinggi produktivitas para anggotanya.

c. Pada koperasi-koperasi yang bergerak di bidang pemasaran titik berat
penggunaannya yaitu untuk mempertinggi kualitas hasil/produksi para
anggota agar para anggota mempereleh harga layak dari jerik payahnya.

d Pada koperasi-koperasi konsumsi titik berat penggunaan modal tertuju
pada pemenuhan kebutuhan para anggotanya, terutama kebutuhan sehari-
hari.

e. Pada koperasi-Koperasi aneka usazha (multy purpose) modal koperasi
didayagunakan untuk berbagai kegiatan dengan titik berat pada kebutuhan
utama para anggotanya, bukan pada yang paling menguntungkan
koperasi”, %

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa dalam mendayagunakan

modal koperasi seharusnya pengurus koperasi itu lebih menitikberatkan pada

* Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto, Op. Cir., him, 75.

* R G. Kartasapoetra, dkk., Praktek Pengelolaan Koperasi (Jakarta: PT Rineka Cipta,
2000}, him. 49,
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usaha-usaha untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan para anggotanya,
sehingga kebutuhan para anggota tersebut dapat terpenuhi dengan
memuaskan. Usaha-usaha untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan para
anggota koperasi juga dapat mendatangkan pendapatan vang menguntungkan

bagi koperasi tersebut.

B. Keuntungan Keperasi (SHU)
1. Pengertian SHU

Koperasi meskipun bukan merupakan suatu perusahaan yang
menitikberatkan pada pencarian keuntungan dan bukan pula merupakan
kumpulan modal, namun di dalam menjalankan kegiatan usahanya tentunya
Juga ingin mendapatkan keuntungan atau sering disebut juga dengan Sisa
Hasil Usaha, Koperasi apabila mampu mendapatkan Sisa Hasil Usaha yang
cukup banyak, maka Sisa Hasil Usaha tersebut dapat disisihkan sebagal
cadangan koperasi yang sclanjutnya dapat digunakan untuk menambah
modal. Jika modal koperasi bertambah besar, maka dengan sendirinya
lingkup usaha koperasi dapat bertambah besar pula.

Ditinjau dari aspek ckonomi manajenial, Sisa Hasil Usaha (SHU)
koperasi adalah selisih dari seluruh pemasukan atau penerimaan total (total

revenue [TR]) dengan biaya-biaya atau biaya total ftoted cost [TC]) dalam




)

satu tahun buku®® Sedangkan pengertian SHU menurut Pasal 45 UU
Perkoperasian No. 25 Tahun 1992, adalah:

(i) “Sisa Hasil Usaha Koperasi merupakan pendapatan Koperasi
yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya,
penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun
buku yang bersangkutan.

(2) Sisa Hasil Usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan
kepada anggota sebanding dengan jasa wsaha yang dilakukan
oleh masing-masing anggota dengan Koperasi, serta digunakan
untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan lain
dari Koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.

(3) Besarnya pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam Rapat
Anggota”. ¥

Dan pengertian di atas, maka dapat kita ketahui bahwa besarnya SHU

yang diperoleh oleh setiap anggota itu akan berbeda-beda, tergantung pada
besarnya partisipasi modal dan usaha anggota terhadap pembentukan
pendapatan Koperasi tersebul. Jika semakin besar modal dan usaha vang
dilakukan anggota kepada koperasinya, maka semakin besar SHU yang
akan diterimanya. Begitu juga sebaliknya jika modal dan usaha yang
dilakukan anggota kepada koperasi kecil, maka SHU vang akan diterima
Jjuga kecil.
2, Prinsip-Prinsip Pembagian SHU

Schagal angpota koperasi, scscorang itu berhak memperolch

keuntungan yang diperoleh dari koperasinya. Supaya seorang anggota

tersebut dapat memperoleh keuntungannya, maka anggota itu

berkewajiban untuk ikut berpartisipasi dalam setiap transaksi bisnis di

 Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, Kaperasi Teori dan Prakiek (Jakanta: Erlangga, 2001),
him. 87.

2 Anonim, LU No. 25 Tahun 1992, hlm, 15-16.
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koperasinya. Agar tercermin asas keadilan, demokratis, transparansi, dan

sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, maka perlu diperhatikan prinsip-

prinsip pembagian SHU sebagai berikut:

d.

SHU yang dibagi adalah yang bersumber dari anggota

Pada hakekatnya SHU yang dibagi kepada anggota adalah
yang bersumber dari anggota sendiri, Sedangkan SHU yang bukan
berasal dari hasil transaksi dengan anggota pada dasarnya tidak
dibagt kepada anggota, melainkan dijadikan sebagai cadangan
koperasi. Dalam kasus koperasi tertentu, bila SHU yang bersumber
dari non anggota cukup besar, maka rapat anggota dapat
menetapkannya untuk dibagi secara merata sepanjang tidak
membebani likuiditas koperasi, Pada koperasi yang pengelolaan
pembukuannya sudah baik, biasanya terdapat pemisahan sumber SHU
yang berasal dari anggota dengan yang berasal dari non anggota.
Oleh sebab itu, langkah pertama dalam pembagian SHU adalah
memilihkan yang bersumber dar hasil transaksi usaha dengan anggota
dan yang bersumber dan non anggota.
SHU anggota adalah jasa dari modal dan transaksi usaha yang dilakukan
anggota sendin

SHU yang diterima setiap anggota pada dasarnya merupakan insentif
modal yang diinvestasikannya dan hasil fransaksi yang dilakukannya dengan
koperasi. Oleh sebab itu, perlu ditentukan proporsi SHU untuk jasa modal

dan jasa transaksi usaha yang dibagi kepada anggota. Dan SHU bagian
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anggota, harus ditetapkan berapa persentase untuk jasa modal, misalkan 30
% dan sisanya sebesar 70 % berarti untuk jasa transaksi usaha. Sebenamya
belum ada formula yang baku mengenai penentuan proporsi jasa modal dan
Jasa transaksi usaha, tetapi hal ini dapat dilihat dari struktur permodalan
koperasi itu sendin, Apabila total modal koperasi sendin sebagian besar

bersumber dari simpanan-simpanan anggota (bukan dani donasi ataupun dana

cadangan), maka disarankan agar proporsinya terhadap pembagian SHU
bagian anggota diperbesar, tetapi tidak akan melebihi dari 50 %. Hal ini perlu
diperhatikan untuk tetap menjaga karakter koperasi itu sendiri, di mana
partisipasi usaha masih lebih diutamakan,
c. Pembagian SHU anggota dilakukan secara transparan
Proses perhitungan SHU per anggota dan jumlah SHU yang dibagi
kepada anggota harus diumumkan secara transparan, sehingga setiap
anggota dapat dengan mudah menghitung secara kuantitatif berapa
partisipasinya kepada koperasinya. Prinsip ini pada dasamya juga
merupakan salah satu proses pendidikan bagi anggota koperasi dalam
membangun suatu kebersamaan, kepemilikan terhadap suatu badan usaha
dan pendidikan dalam proses demokrasi.
d. SHU anggota dibayar secara tunai
SHU per anggota haruslah diberikan secara tunai, karena dengan
demikian koperasi membuktikan dirinya sebagai badan usaha yang sehat

kepada anggota dan masyarakat mitra bisnisnya.™

* Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, Op. Cit., hlm_91-92
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3. Pembagian SHU
Dalam menggunakan Sisa Hasil Usaha (SHU) koperas: pada dasarnya
harus diadakan pemisahan antara penggunaan pendapatan yang diperoleh dan
pelayanan terhadap anggota sendiri dan terhadap bukan anggota koperasi.
Bagian Sisa hasil Usaha (SHU) koperasi yang diperoleh dan pelayanan
terhadap bukan anggota Koperasi tidak boleh dibagikan kepada anggota,
karena bagian pendapatan ini bukan diperoleh dan jasa anggota.
Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi yang berasal dari pelayanan
terhadap para anggota dibagi untuk:
“Cadangan koperasi;

Anggota, masing-masing sebanding dengan jasa yang telah dibertkannya;
Dana pengurus;

Dana pegawai/karyawan;

Dana pendidikan koperasi;

Dana sosial;

Dana pembangunan dacrah kerja”, *°

me e0 o

=

Sedangkan Sisa HMasil Usaha koperasi yang berasal dari pelayanan
terhadap pihak ketiga, termasuk yang bukan anggota, dibagi untuk:

a. “Cadangan koperas:;

b. Dana pengurus;

¢. Dana pepawai/karyawan;

d. Dana pendidikan koperasi;

e. Dana sosial;

£ Dana pembangunan daerah kerja”.*

Cara pengpgunaan sisa hasil usaha tersebut itu, kecuali cadangan,

diatur di dalam Anggaran Dasar dengan mengutamakan kepentingan koperasi

¥ H M. N Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 11: Bentuk-Bentuk
Perasahaan (Jakana: Djambatan, 1999), him. 218,

% Ibid.
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vang bersangkutan. Cadangan ini dimaksudkan untuk memupuk modal
koperasi sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan. Oleh
karenanya cadangan telah boleh dibagikan kepada anggota walaupun di
waktu pembubaran,

Penggunaan Dana Sosial diatur oleh Rapat Anggota dan dapat
diberikan antara lain, kepada fakir miskin, yatim piatu atau usaha-usaha
sostal lainnya. Perthal zakat dapat diatur oleh koperasi yang bersangkutan
dalam Anggaran Dasar maupun ketentuan-ketentuan lain dari koperasi.
Penggunaan Dana Pembangunan Daerah seyogyanya dilakukan setelah
mengadakan konsultasi dengan pihak Pemerintah Daerah setempat.”’

Pada pembubaran koperasi, sisa kekayaan koperasi, setelah
dipergunakan untuk menutup kerugian koperasi dan biaya penyelesaian,
diberikan kepada perkumpulan koperasi atau kepada badan hukum lain, yang

azas dan tujuannya sesuai dengan koperasi yang bersangkutan.®®

" R. G. Kartasapoetra, dkk., Op. Cit., hlm. 56.

¥ H. M, N. Purwosutjipto, Op. Cit., him_ 219,
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BABIV
SISTEM KOPERASI DALAM UU NO. 25 TAHUN 1992

DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

A. Konsep Syirkah Dalam Islam
l. Pengertian dan Dasar Hukum Syirkah

Syirkah dalam hukum JIslam dikenal dengan sebutan ikhvilat
(percampuran),’ Menurut Kamus Kontemporer Arab-Indonesia disebutkan
bahwa syrrkah itu berasal dari kata i _,:'b :(C«*L‘;' :’,..ia z) d-f :,-’b yang artinya
perusahaan bersama, asosiasi, persekutuan.? Sedangkan dalam istilah figh,
svirkah berarti kerja sama antara dua orang atau lebih dalam bidang usaha
atau ekonomi.”

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam menyatakan bahwa svirkah adalah
perserikatan dagang; ikatan kerja sama vang dilakukan oleh dua orang atau
lebih dalam perdagangan, Dengan adanya akad syirkah vang disepakati kedua
belah pihak, maka semus pihak yang mengikatkan diri berhak bertindak
hukum terhadap harta serikat itu dan berhak mendapatkan keuntungan sesuai

dengan persetujuan yang telah disepakati.*

“Menurut fuqaha Malikiyah, al-syirkah adalah kebolehan (atau izin)
bertasharruf bagi masing-masing pihak yang berserikat. Maksudnya masing-
masing pihak saling memberikan izin kepada pihak lain dalam

' Sayyid Sabiq, Figh as-Sumah, Juz 3 (Beirdt: Dar al-Fikri, 11.), him. 294,

* Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, Kamus Kontemporer drab-Indonesia (Yogyakarta:
Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak, 1998), him. 1129,

' M. Abdul Mutieb, dkk., Kamus Istilah Figih (Jakarta: PT Pustaka Firday 5, 1994}, him, 347

* Abdul Azis Dahlan, ef, al., Ensiklapedi Hukum [slam, d. V {(Jakarta: PT Ichtiar Baru Van
Hoeve, 1996), him. 1711,

60
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mentasharrufkan harta (obyek) perserikatan. Menurut Fugaha Hanabilah,
al-syirkah adalah merupakan persekutuan dalam hal hak dan rasharruf
Menurut Fuqaha Syafi’ivah bahwa al-syirkah adalah berlakunya suatu hak
atas scsuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan, Sedangkan
menurut fugaha Hanafiyah, bahwa al-syirkah itu adalah suatu akad antara

pihak-pihak yang saling berserikat dalam hal modal dan keuntungan”. *

Sedangkan dalam Ensiklopedi Muslim juga diterangkan tentang arti
syirkalt (syarikat) yaitu dua orang atau lebih yang bersekutu (berserikat)
dalam hal uang yang mereka dapatkan dari harta warisan, atau yang mereka
kumpulkan kepada sesama mereka untuk diinvestasikan dalam suatu
perdagangan, atau industri, atau pertanian.”

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang
dimaksud dengan syirkah adalah kerja sama (perserikatan) antara dua orang
atau lebih dalam hal perdagangan yaitu berupa modal yang bertujuan untuk
mendapatkan suatu keuntungan.

Dasar hukum syirkah disvari’atkan dalam Kitabullah, Sunnah dan

Ijma’. Di dalam Kitabullah, Allah SWT, berfirman:

-

49 P T
(1Y :;.L-.'J'l) oo St 4 gt e ..
“..Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu..".

(QS. An-Nisa’: 12). 7

* Ghufron A. Mas’adi, Figh Muamalah Konfeksmal (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,
2002), him. 192,

“ Abu Bakar Jabir al-Jazairi, Ensikiopedi Muslim, Penerjemah: Fadhli Bahri (Jakarta: Darul
Falah, 2002), him. 516,

7 Departemen Agama RI, Al-Qur ‘an dan Terjemahiya (Jakarta: PT Bumi Restu, 1977), him,
117
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“Dan sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang berserikat itu
sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali
orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang salek; dan
amat sedikitlah mereka ini. Dan Daud mengetahui bahwa Kami
mengufinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhan-nya lalu
menyungkur sujud dan bertaubat”, (QS. Shad; 24), ®

Adapun hadits Nabi SAW. yang membahas tentang svirkah ialah

sebagai berikut:

-

ey ;_..!L.L. S W o 16 ) a0 o o

() it o2 G A 'l:.«p m..:-'l..a GAL 25 plta

-

“Dari Abi Hurairah RA. dinyatakan marfu', belian bersabda:
Sesungguhnya Allah berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari kedua
orang yang sekutu, selagi salah seorang di antara keduanya tidak
beklianat kepada temannya. Apabila dia berkhianat, maka aku keluar
dari antara keduany (HR. Abu Ddwud dari Abu Hurairah)”, 1°

- l.l.-

,_,.aé'f)'l W LEJ?' ".'1'1.‘3 s L_;al 'l...ll ; glg lJ"I-QnF' L-I.L'D"
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* Ibid., him, 735-736.

® Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Muhammad bin Sulaimén al-Mishshishiy dari
Muhammad bin az-Zibrigin dari Abi Hayyén at-Taimiy dari Ayshnya dari Abi Hurairah RA., lihat
Sunan Abi Déwud, Juz 2 (Beiriit: Dar al-Fikri, 1994), hlm. 127.

19 Abli Dawud, Terjemal: Sunan Abu Ddwud, Jld. 1V, Penterjemah: Bey Arifin dan A.
Syingithy Djamaluddin (Semarang: CV Asy Syifa’, 1993), him. 33-34.
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“Mewartakan kepada kami ‘'Utsmdn dan Abu Bakr (anak Abi
Syaibah). Keduanya berkata: Mewartakan kepada kami
‘Abdurrahmdn bin Mahdiy, dari Sufydn, dari [brdhim bin
Muhdjir, dari Mujdhid, dari Qa-id As-Sd-ib, dari As-54ib, dia
berkata kepada Nabi SAW.: Engkau dahulu adalah sekutu (kongsi
dagang)ku di masa jahiliyah. Dan engkau adalah sebaik-baik
sekwin. Engkau tidak pernah menyelisihkan dan tidak pernah
mengata-ngataiku (Tidak pernah berselisih) (HR. [bnu Mdjah) ". I

P I I TR - R -‘”_‘d:' 'l. :.‘- LA :r'i-’-’ ".f
B s Ty G U ;_.!J_bf.dufui:;,p‘_-,ﬁmuufiwa
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“Dari AbI 'Ubaidah dari "Abdullah berkata: puda Perang Badar’
aku, ‘Ammdr dan Sa'id saling bantu membantu. Kemudian Sa'id
kembali dengan membawa 2 orang tawanan, sedangkan aku dan

‘Ammdr kembali tanpa membawa apa pun (HR. An-Nasdiy)”, "

"! Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari 'Utsman dan Abu Bakar (anak Abi Syaibah)
dari *‘Abdurrahmdn bin Mahdiy dari Sufyan dari Ibrahim bin Muhdjir dari Mujihid dari Qa-id As-Séib
dar As-8aib, lihat Sunearr Idni Mejah, Juz 1 (Beirut: Dar al-Fikn, 1995), him, 719,

! lbnu Mdjah, Tarjamah Sunan lbnu Mdjah, )d. 111, Penterjemah: Abdullah Shonhaji

(Semarang: CV Asy Syife', 1993), him, 120,

'* Hadits ini diriwayatkan oleh An Nasiiy dari ‘Umar bin 'Ali dari Yahyi dari Sufydn dari
Abu Ishaq dari Abi *Ubaidah dari *Abdullah, lihat Swwan An Nasdiy, Juz 7 (Mesir; Mushthafa al-Babi
al- Halabi, 1965), him. 280.

"“An Nasily, Terfemah Sunan An Nasdiy, 1ld. IV, Pentefjemah: Bey Arifin, Yunus Ali Al
Muhdhor dan Ummu Maslamah Rayes {Semarang: CV Asy Syifa’, 1993), him. 523-524,




64

2., Macam-macam Syirkah
Menurut Sayyid Sabiq bahwa syirkel itu ada 4 (empat) macam,
yaitu:

a. Syirkah ‘Indn

o

Syirkah Muféwadhah

7!

Syirkah Abddn

. Syirkah Wujih ¥

o

Dari macam-macam syirkah tersebut di atas, maka dapat diuraikan
sebagai berikut:
a. Syirkal ‘Inan
Adalah suatu kerja sama antara dua orang atau lebih dalam
permodalan untuk melakukan suatu bisnis atas dasar profit and loss
sharing (membagi untung rugi) sesuai dengan jumlah modalnya masing-
masing. "¢
Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa bentuk perserikatan
seperti ini adalah boleh, Dalam perserikatan a/-'indn ini, modal yang
digabungkan oleh masing-masing pihak tidak harus sama jumlahnya,
tetapi boleh satu pihak memiliki modal yang lebih besar dari pihak
lainnya. Demikian juga halnya dalam soal langgung jawab dan Kerja,
Boleh saja satu pihak bertanggung jawab penuh terhadap perserikatan itu,

sedangkan pihak lain tidak bertanggung jawab.'’

'* Sayyid Sabiq, Fikih Swmmah, Jid. 13, Alih Bahasa: Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: PT
Almatanf, tr.), hlm, 195,

" Masjfuk Zuhdi, Masail Fighivah (Kapita Setekia Hukum Istam) (Jakaria: CV Haji
Masagung, 1993), hlm. 113.

"7 Abdul Azis Dahlan, et. a/., Op. Cit., hlm. 1712.
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Dalam syirkah al-‘indn, keuntungan itu dibagi menurut
perbandingan dari banyaknya modal. Demikian pula kalau ada kerugian.
Tetapi menurut sebagian ulama, tidak mesti keuntungan dan kerugian
dibagi menurut banyaknya modal, keuntungan dan kerugian dapat dibagi
menurut perjanjian di antara mereka. '*

Mengenai syirkah al-'indn ini telah disepakati oleh para fukaha
tentang kebolehannya. Pada masa sekarang ini syirkah dilakukan orang
dalam bentuk usaha patungan (jeint venture), kerja sama pembagian
keuntungan (profit sharing), titipan modal (placement), dan sebagainya,
Sedangkan di dalam perckonomian modem, syirkah al-‘indn dilakukan
dalam bentuk: Persekutuan Firma, Persekutuan Komanditair, Perseroan
Terbatas, dan sebagainya.'”

b. Syirkak Mufawadhah

Adalah kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan
suatu usaha dengan modal uang atau jasa dengan syarat sama modalnya,
agamanya, mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum, dan
masing-masing berhak bertindak atas nama syirka#.”

Menurut Imam Malik dan Abu Hanifah secara garis besar
sependapat atas kebolehannya, meski keduanya masih berselisih
pendapat tentang beberapa syaratnya, Imam Abu Hanifah berpendapat

bahwa syarat dari serikat mufdwadhah adalah adanya kesamaan modal

'* Tim Penulis IAIN Syarf Hidayawllah, Ensikiopedi Isiam Indonesia (Jakarta: Djambatan,
1992), him. 907.

" thid,

* Masjtuk Zuhdi, Loc. Cit.
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{antara kedua peserikat). Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa
kesamaan modal tersebut tidak menjadi syarat, karena disamakan
dengan serikat ‘indn. *'

Selanjutnya Imam Abu Hanifah mangatakan, bahwa salah satu
pihak itu tidak mempunyai bagian apa pun kecuali jika ia masuk
dalam serikat dagang tersebut. Hal ini disebabkan sebutan dari
mufdwadhah itu menghendaki adanya 2 (dua) perkara yaitu kesamaan
macam kedua harta dan penyeluruhan hak milik kedua belah pihak.

Sedangkan Imam Syafi’i berpendapat bahwa serikat
mufdwadhah itu tidak boleh. Hal ini disebabkan sebutan serikat itu
hanya berlaku pada percampuran harta, karena keuntungan itu
bercabang-cabang, sedang cabang-cabang ini tidak boleh bersama-
sama kecuali dengan bersama (bercampur)nya modal. Jika masing-
masing pihak tersebut mensyaratkan keuntungan bagi pihak yang lain
pada milik dirinya, maka hal ini termasuk kesamaran yang tidak
dibolehkan.*

c. Syirkah Abddn
lalah syirkah (kerja sama) antara dua orang atau lebih untuk

melakukan suatu usaha/pekerjaan yang hasilnya/upahnya dibagi antara

mereka menurut perjanjian.” Hal-hal seperti ini sering sekali terjadi

! tbnu Rusyd, Terjemah Bidayatu'! Mujeahid, 114, 111, Penerjemah: M. A. Abdurrahman dan
A Haris Abdullah (Semarang: CV Asy Syifa’, 1990), hlm. 269.

= Ihid

¥ Masjtiuk Zuhdi, Loe. Cit.
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terhadap tukang-tukang kayu, tukang besi, kuli angkut, tukang jahit,
tukang celup (pewarna) dan lain-lain yang tergolong kerja menjual jasa.”

Syirkah ini disebut juga dengan syirkah « 'mdl (syirkah kerja), atau
svirkah abddén (syirkah fisik), atau syirkah shand'i (syirkah para tukang),
ataw juga syirkah tagabbul (syirkah penerimaan).”

“Menurut ulama Madzhab Maliki, Hanafi, Hanbali, dan Zaidiah
menyatakan bahwa perserikatan ini hukumnya boleh, karena tujuan utama
perserikatan ini adalah mencari keuntungan dengan modal kerja bersama.
Namun, ulama Mazhab Maliki mengajukan satu syarat untuk keabsahan
perserikatan ini, yaitu bahwa kerja yang dilakukan oleh orang yang
berserikat ini harus sejenis, satu tempat, serta hasil yang diperoleh itu
dibagi menurut kuantitas kerja masing-masing.”® Tetapi menurut Imam
Abu Hanifah yaitu bahwa jenis pekerjaannya itu boleh berbeda”.

“Sedangkan menurut lmam Syafi’i melarang serikat abddn. Para
ulama Syafi’iyah berpegangan bahwa serikat dagang itu hanya berkaitan
dengan harta, bukan dengan pekerjaan. Karena pekerjaan itu tidak bisa
ditentukan batas-batasnya. Oleh karenanya, merecka berpendapat bahwa
serikat @hdidn itu merupakan suatu kesamaran. Sebab kapasitas kag;ia salah
satu pihak itu tidak dapat diketahui secara pasti oleh pihak lain”, ~

Di samping itu kerja yang dilakukan dalam perserikatan ini tidak
dapat diukur, sehingga membawa kemungkinan untuk terjadinya suatu

penipuan dan pada akhirnya akan membawa kepada perselisihan.”

™ Sayyid Sabiq, Op. Cir., him. 198.

** Ihid.

* Abdul Azis Dahlan, et al,, Op. Cit., him. 1713,
*" Ibnu Rusyd, Op. Cit., him, 270,

*® Ihid

* Abdul Azis Dahlan, et. al., Loc. Cit,
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Dalam ilmu ekonomi modern, Syirkah al-Abddn ini dikenal dalam
bentuk kombinasi beberapa jenis. Ada dua macam kombinasi jenis-jenis
usahanya, yaitu Kombinasi vertikal (inregrasi), dan Kombinasi horizontal
(paralelisasi)

d. Svirkah Wujih

lalah merupakan kerja sama antara dua orang atau lebih untuk
membeli sesuatu tanpa modal uang, tetapi hanya berdasarkan kepada
kepercayaan para pengusaha dengan perjanjian profit  sharing
(keuntungan dibagi antara mereka sesuai dengan masing-masing).’’
Syirkah ini adalah merupakan syirkah tanggung jawab, tanpa kerja dan
modal.*?

Menurut Imam Malik dan Syafi’i berpendapat bahwa serikat
wufih itu tidak sah. Hal ini dikarenakan serikat itu hanya berhubungan
dengan urusan harta dan kerja, sementara kedua perkara ini tidak terdapat
pada serikat wu/ah, Di samping itu, di dalamnya terkandung kesamaran,
karena masing-masing dari kedua belah pthak menggantikan kawannya
itu dengan suatu pendapatan yang tidak ditentukan oleh pekerjaan dan
tidak pula usaha yang khusus.”® Oleh sebab itu, transaksi seperti ini
termasuk (ransaksi terhadap sesuatu yang tidak ada («f-mea'dum) yang

dilarang oleh syarak.™

3 Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, Gp. Cit., him. 907-508.
¥ Masjfuk Zuhdi, Loc. Cit.

*? Sayyid Sabig, Op. Cit., him. 197,

* Ibnu Rusyd, Op. Cit., him. 271.

™ Abdul Azis Dahlan, et. al., Op. Cit., him. 1714,
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Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa
perserikatan seperti ini hukumnya bolleh, karena dalam perserikatan ini
masing-masing pihak bertindak sebagai wakil dari pihak lain, sehingga
pihak lain i pun terikat pada transaksi yang telah dilakukan mitra
serikatnya.”> Menurutnya juga bahwa serikat wujizh itu merupakan salah
satu bentuk usaha, hingga karenanya dapat menjadi dasar serikat.™

“Di zaman sekarang, perserikatan ini minp makelar dan banyak
dilakukan orang. Dalam perserikatan ini, pihak yang berserikat membgli
barang secara kredit, hanya atas dasar suatu kepercayaan, kemudian
barang yang mereka kredit itu mereka jual dengan harga tunai, sehingga
mereka merath keuntungan”, #

Dari macam-macam syirke/r di atas maka dapat dipahami bahwa
koperasi dalam hal ini masuk kepada kategori syirkah abddn, yaitu
adanya suatu kera sama antara dua orang atau lebih dalam
melakukan suatu usaha yang hasilnya itu dibagikan menurut kesepakatan
bersama.

Namun menurut Mahmud Syaltut, koperasi itu disebut juga
dengan syirkah ra’awuniyah, karena dalam hal ini koperasi merupakan

syirkal baru yang diciptakan oleh para ahli ekonomi, yang mempunyai

banyak manfaat dan memberikan keuntungan bagi para anggotanya.™

¥ 1hid,
* Ibnu Rusyd, Loc. Cit.
37 Abdul Azis Dahlan, et. al., Op. Cit., him. 1713-1714.

* Masjfuk Zuhdi, Op. Cit., him, 114,
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B. Analisis Sistem Koperasi Menurut UU No. 25 Tahun 1992 Ditinjau Dari
Hukum Islam
1. Modal Usaha

Untuk mendapatkan rezeki karunia Allah, maka banyak cara yang
dilakukan orang. Sebab selagi masih hidup banyak tuntutan yang harus
dipenuhi. Ada orang yang berusaha secara individu dan ada pula yang
berusaha bersama-sama (kolektif). Di antara usaha yang berkembang dalam
masyarakat adalah koperasi.”

Koperasi dalam hal ini sangat terkait dengan kehidupan masyarakat,
di mana setiap orang yang hidup itu menginginkan suatu kebutuhan
jasmaninya itu dapat terpenuhi schingga kesejahteraan hidupnya dapat
bertambah. Koperasi itu merupakan suatu perkumpulan vang di dalamnya
terdapat orang-orang atau badan-badan sebagai anggota, di mana anggotanya
itu saling bekerja sama secara kekeluargaan untuk meningkatkan
kesejahteraan hidup para anggotanya.

Untuk dapat melaksanakan selurub kegiatannya, maka koperasi
memerlukan suatu modal. Dalam hal ini modal merupakan kebutuhan yang
mutlak diperlukan bagi koperasi agar usahanya itu dapat berjalan dengan
lancar. Besar kecilnya lapangan usaha suatu koperasi juga tergantung pada

besar kecilnya suatu modal yang dapat dihimpun dari anggota maupun bukan

dari anggota.

* M. Ali Hasan, Berbagai MacamTransaksi Dalam Islam(Figh Muamalat) (Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada, 2003), him. 161.
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Seperti telah dijelaskan tadi bahwa koperasi merupakan suatu badan
usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya, maka dan
itu sumber permodalan yang utama juga berasal dari para anggotanya dalam
bentuk simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan khusus lainnya,
Menurut Ninik Widiyanti dan Y. W. Sunindhia bahwa hal tersebut berkaitan
dengan beberapa alasan yaitu: |
a. Alasan kepemilikan

Modal yang berasal dari anggota merupakan salah satu wujud
kepemilikan anggota terhadap koperasi beserta usahanya, Anggota yang
memodali usahanya sendiri akan merasa lebih bertanggung jawab
terhadap keberhasilan usaha tersebut.

b. Alasan ekonomi

Modal yang berasal dari anggota itu akan dapat dikembangkan
secara lebih efisien dan murah, karena tidak dikenakan persyaratan
bunga.

¢. Alasan risiko

Modal sendiri/anggota juga mengandung nisiko yang lebih kecil
dibandingkan dengan modal yang berasal dari luar, khususnya pada saal
usahanya itu tidak berjalan dengan lancar.*

Di samping adanya beberapa hal yang positif dari modal sendiri,
maka pengelolaan/pengadministrasian modal sendiri harus benar-benar

dilakukan dengan sebaik-baiknya untuk menjamin keamanannya. Jika

* Ninik Widiyanti dan Y. W. Sunindhia, Koperasi dan Perckonomian Indonesia (Jakarta: PT
Rineka Cipta dan PT Bina Adiaksara, 2003), hlm. 136-137.
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terjadi ketidakjelasan administrasi apalagi sampai terjadi penyalahgunaan
modal dari anggota, hal tersebut akan dapat mengurangi/menghancurkan
kepercayaan anggota kepada pengurusnya.®’

Perkumpulan koperasi mempunyai dua aspek, yaitu aspek sosial
merupakan perkumpulan orang-orang yang mempunyai kepentingan bersama,
dan aspek ekenomi (business) dalam bentuk kerja sama ekonomi yang
berusaha di lapangan: kerajinan, industri, pertanian, niaga, dan lain-lain.
Dari segi aspek usaha ekonominya itu, untuk mendapatkan Keringanan
dalam kehidupan, maka perlu diperhitungkan secara efisien tentang unsur-
unsur laba-ruginya. Sedangkan jika dilihat dan aspek sosialnya, maka
lebih mengutamakan kepada gotong-royong antar anggota.”’ Gotong-
royong dalam hal ini sama dengan tolong-menolong, Di mana Kita sebagai
orang Islam itu diwajibkan untuk saling tolong-menolong kepada
sesamanya.

Di dalam al-Qur’an surat al-Maidah ayat: 2 Allah SWT. berfirman:

oy 5 3 e v o T e e
(v Ul
“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan

dan tagwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuar dosa dan

permusuhan ...". (QS. Al-Maidah: 2) ¥

M fbid., him. 137,
1 Arifinal Chaniago, Perkoperasian Indonesia (Bandung: Angkasa, 1984), him. 9.

* Departemen Agama RI, Op. Cit., him. 157,
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Berdasarkan pada ayat al-Qur'an di atas dapat dipahami bahwa
tolong-menolong dalam kebajikan dan dalam ketagwaan diperintah oleh
Allah. Koperasi dalam hal ini sebagai salah satu bentuk tolong-menolong,
kerja sama dan saling menutupi kebutuhan, maka menutupi kebutuhan dan
tolong-menolong dalam kebajikan adalah salah satu wasilah untuk mencapai
ketagwaan yang sempurna (haqqa rugdtin).”

Kerja sama dan gotong royong dalam hal ini dapat dilihat dan 2 (dua) segi,
vaitu: Perrama, modal awal dan koperasi itu dikumpulkan dari para anggotanya,
sehingga besamya modal yang dimiliki anggota tidak menyebabkan anggota itu
lebih tinggl kedudukannya dar anggota yang modalnya kecil. Kedua, permodalan
itu tidak merupakan satu-satunya ukuran dalam pembagian hasil usaha *’

Sebagian ulama menganggap bahwa koperasi (Syirkah Ta'awuniyyah)
sebagai akad mudhdrabah, yakni suatu perjanjian kerja sama antara dua
orang atau lebih, di satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak
lain melakukan usaha atas dasar profit sharing (membagi keuntungan)
menurut perjanjian. Di antara syarat sah mudhdrabah ialah menetapkan
keuntungan setiap tahun dengan persentase tetap. Jika koperasi termasuk
mudhdrabah atau girddh, maka akad mudhdrabalr itu tidak sah (batal), dan
seluruh keuntungan usaha jatuh kepada pemilik modal, sedangkan pelaksana

usaha mendapat upah yang sepadan/pantas.*®

* Hendi Suhendi, Figh Muamaluh (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), him. 297.
* M. Ali Hasan, Op, Cit,, hlm, 162.

* M. Ali Hasan, Masail Fighiyah (Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Kenangan) (Jakarta:
PT RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 68,

e . e e———————— e —— ——_———
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Menurut Mahmud Syaltut bahwa syirkah ta’dwuniyyah tidak
mengandung unsur mudhdrabah yang dirumuskan oleh fugaha. Sebab syirkah
ta'dwuniyyah, modal usahanya adalah dari sejumlah anggota pemegang
saham, dan usaha koperasi itu dikelola oleh pengurus dan karyawan yang
dibayar oleh koperasi menurut kedudukan dan fungsinya masing-masing.
Kalau pemegang ssham turut mengelola usaha koperasi, maka ia berhak
mendapat gaji sesuai dengan sistem penggajian yang berlaku,*’

Dari penjelasan tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa salah satu
bentuk kerja sama dan gotong royong dalam koperasi (syirkah ra 'awuniyyah) itu
dapat dilihat dengan adanya modal yang berasal dari para anggotanya untuk
kegiatan usaha koperasi tersebut. Pendayagunaan modal itu seharusnya
digunakan pada usaha-usaha pemuasan kebutuhan bag para anggotanya. Usaha-
usaha tersebut mungkin akan mendatangkan pendapatan bagi koperasi.

Modal dalam hal ini merupakan salah satu bentuk bahwa di dalam
koperasi terdapat adanya suatu kerja sama dan gotong royong antara para
anggotanya, maka dari itu koperasi itu dibolehkan. Kebolehan koperasi
didasarkan pada istishhdb, yang artinya mengetahui atas sesuatu menurut hukum
yang telah ditetapkan baginya selama tidak terdapat dalil yang mengubahnya. Ini
adalah teori dalam pengambilan dalil yang telah menjadi kebiasaan dan tradisi

manusia dalam segala pengelolaan dan ketetapan mercka.”® Dan atas dasar

7 Masjfuk Zuhdi, Loc. Ci

“Abdul Wahhab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukwm Islam (Hmu Ushulul Figh), Penerjemah:
Noer Iskandar al-Barsany dan Moh. Telchsh Mansoer (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996),
him. 138.
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istishhdb tersebut, maka yang dijadikan dasar prinsip-prinsip syaniat yaitu

menurut madzhab Syafi’i adalah sebagai berikut:
" u & fﬂ‘lﬂ ’.I-J [ :-‘i -8 . ‘H b
i B i O B gy el @ Ll
“Segala sesuaru pada dasarnya boleh, kecuali bila ada dalil yang

mengharamkannya .

Sedangkan menurut madzhab Hanafi sebaliknya, yaitu:
By B O B 4 S8 B LN

"Segala sesuatu itu pada dasarnya haram, kecuali bila ada dalil yang

memperbolehkannya".

Kaidah di atas bersumber dari sabda Rasulullah SAW.:

i b e 8L Gy i 34 0 6 OO 3 G

“Apa yang dihalalkan Allah adalah halal dan apa yang diharamkan-

Nya addalah haram, sedungkan apa yang didiamkannya adalah

dimaaffan”. ¥

Dani hadits tersebut di atas dapat kita ketahui bahwa segala sesuatu
yang belum ditentukan oleh adanya dalil yang tegas tentang halal dan

haramnya, maka hendaknya hal tersebut dikembalikan kepada ketentuan

aslinya.

“Zainuri Noor Kudus (Alm.), Terjemah Al-Fara-idul Bahivah (Risalah Qawa-id
Fighiyyah), Penterjemah; Moh, Adib Bisri dan Mustofa Bisri {Rembang: Menara Kudus, 1977},
him, 11.
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2. Pembagian Keuntungan

Pada dasammya yang dikembangkan dalam koperasi (syirkah
ta ‘Gwuniyyah) adalah adanya kemitraan dan kerja sama dengan pihak-pihak
yang terkait untuk dapat meraih suatu kemajuan bersama. Dalam ajaran Islam
hal tersebut dapat kita jumpai dengan adanya suatu gotong royong dan ikatan
persaudaraan (ukhwwwah) di antara umat muslim. Suatu pekerjaan akan
terselesaikan dengan cepat jika dilakukan dengan bergotong royong dan adanya
suatu kerja sama yang baik dengan sesamatiya, Semus sistem koperasi (syirkah
ta ‘awuniyyah) i didasarkan pada sistem keadilan, di mana keuntungannya itu
dibagikan kepada anggotanya secara merata.

Seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa meskipun
koperasi bukanlah merupakan suatu badan usaha ekonomi yang
menitikberatkan pada pencarian keuntungan, tetapi dalam kegiatan usahanya
tentunya ingin mendapatkan keuntungan. Keuntungan dari koperasi disebut
dengan Sisa Hasil Usaha (SHU).

Setiap anggota koperasi itu berhak memperoleh suatu keuntungan
vang diperoleh dari Kkoperasinya. Supaya anggola itu memperoleh
keuntungannya, maka dari itu setiap anggota harus ikut berpartisipasi dalam
usgha kegiatan yang dilakukan oleh koperasi. Dalam pembagian SHU
tersebut harus diadakan pemisahan antara keuntungan yang berasal darl
anggota dan dari non anggota. Bagian SHU koperasi yang diperoleh dan
anggota, maka hanya akan dibagikan kepada anggotanya. Hal itu dikarenakan

SHU tersebut diperoleh dari jasa-jasa anggotanya yang ikut berpartisipasi
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dalam usaha koperasi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 45 ayat 2 UU
Perkoperasian No, 25 Tahun 1992, yang menyatakan sebagai berikut:
“Sisa Hasil Usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikun
kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh

masing-masing anggota dengan Koperasi, serta digunakan untuk

keperiuan pendidikan perkoperasian dan keperiuan lain dari

Koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota ", *°

Keuntungan koperasi harus dibagikan secara adil dan transparan
kepada para anggotanya sesuai dengan jasa-jasa anggotanya dalam usaha
terhadap pembentukan pendapatan koperasi tersebut. Hal itu dilakukan
supaya tidak terjadi praktek manipulasi terhadap keuntungan yang diperoleh
koperasi, sehingga semua kegiatan usaha yang dilakukan oleh koperasi akan
berjalan dengan lancar, sebagaimana hadits:

A

EI e

" T e T T
B LR G g g S 2 R T S

G i B Bty g g s 4 e 1
“Dan Malik berkata di dalam (kitabnya) Muwath-tha dari "Ald bin
‘Abdurrahmdn bin Ya’'giib, dari bapaknya dari datuknya
bahwasannya ia pernah berdagang dengan modal ‘Utsmdin atas
(syarath) bahwa keuntungan itu (dibagi) amara dua orang ™, H
Menurut Mahmud Syaltut, bahwa koperasi merupakan syirkah baru

yang diciptakan oleh para ahli ekonomi, yang banyak sekali manfaatnya,

*® Anonim, Undang-Undang Perkeperasian 1992 (UU No. 25 Tahun 1992) (Jakarta: Sinar
Grafika, 2000), hlm. 16.

*I Tbnu Hajr Al ‘Asqalani, Tarjamah Bulughu! Maram, Penerjemah: A. Hasan (Bangil:
kerjasama Pustake Tamaam dengan Pesantren Persatuan [slam Bangil, tt.}, him, 470,
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yaitu: memberi keuntungan kepada para anggota pemilik saham, memben
lapangan kerja kepada para karyawannya, memberi bantuan keuangan dari
sebagian hasil usaha koperasi untuk mendirikan tempat ibadah, sekolah, dan
sebagainya. Maka dengan demikian jelaslah, bahwa dalam koperasi im tidak
ada unsur kezaliman dan pemerasan (Eksploitasi oleh manusia yang
kuat’kaya atas manusia yang lemah/miskin). Pengelolaannya dilakukan
secara demokratis dan terbuka (open management) serta membagi
keuntungan den kerugian kepada para anggota menurut ketentuan yang
berlaku yang telah diketahui oleh seluruh anggota pemegang saham. Oleh
karena itu koperasi dapat dibenarkan oleh Islam.”

Mengenai tidak adanya unsur kezaliman dan pemerasan daiamh
koperasi itu sebagaimana didasarkan di dalam QS. An Nisa® ayat: 29, Allah

SWT. berfirman:
L - A -] ] > 4 £ A - -] 5 &
36a 0,485 OF 3y Yy o 1 SOvpal st 3 s i @l

(v ssLdly . (K ol

“Hai orang-orang yang beriman, janganiah kamu saling memakan
harta sexamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan
perniagaun yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu

" (QS. An Nisa’: 29). *

2 M. Ali Hasan, Berbagai Macam..., hlm. 163.

* Departemen Agama RI, Op. Cit,, him. 122,
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Dari hal tersebut, maka dapat kita ketahui bahwa koperasi dalam hal
ini tidak semata-mata berusaha untuk mencari keuntungan saja, tetapi lebih
dari itu, koperasi itu berusaha untuk memupuk suatu kerja sama dan

mempererat persaudaraan di antara sesama anggotanya.
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PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab
sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Cara pelaksanaan dari sistem koperasi menurut UU No. 25 Tahun 1992 yaitu
menyebutkan bahwa:

a. Koperasi itu didirikan oleh orang-orang yang mempunyai keinginan
untuk memperbaiki taraf hidup dengan cara bergotong-royong berdasar
atas asas kekeluargaan. Keanggotaan koperasi adalah bersifat bebas,
sukarela dan terbuka, di mana setiap anggota mempunyai kewajiban dan
hak yang sama dalam koperasi.

b. Modal koperasi terdiri dari modal sendiri, berupa simpanan pokok dan
wajib, dana cadangan serta hibah, sedangkan modal pinjaman itu berasal
dari anggota, koperasi lain, Bank atau Lembaga Keuangan lain,
penerbitan obligasi serta sunber lain yang sah. Koperasi juga dapat
melakukan pemupukan modal yang berasal dari penyertaan. Sedangkan
keuntungan koperasi itu disebut dengan Sisa Hasil Usaha (SHU). SHU itu
diperoleh dari anggota dan bukan dari anggota. Jumlah SHU yang dibagt
kepada anggota harus adil dan transparan. SHU yang diperoleh oleh
setiap anggota akan berbeda-beda, tergantung pada besar-kecilnya

partisipasi modal dan usaha anggota terhadap koperasi.

'0
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2. Pelaksanaan sistem koperasi bila dilihat dari kacamata hukum Islam bahwa

koperasi itu sejalan atau sesuai dengan kaidah hukum Islam, karena dalam hal
ini koperasi itu melakukan kegiatan usahanya atas dasar gotong royong dan
tidak adanya unsur kezaliman serta pemerasan, di mana orang yang kaya
berusaha untuk menguasai terhadap orang vang miskin, sebagaimana
disebutkan dalam QS. An-Nisa’: 29. Dalam koperasi juga terdapat adanya
suatu kerja sama dan tolong menolong di antara para anggotanya. Allah
menganjurkan kepada kita untuk saling tolong menolong dan kerja sama
dengan sesamanya, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Matdah: 2, Secara
metodologis kebolehan koperasi didasarkan pada istishhab, yaitu menetapkan
sesuatu hukum sebelumnya sampai ada dalil yang mengubahnya. Atas dasar
tersebut, maka terdapat suatu kaidah yang berbunyi: “Segala sesuatu pada
dusarnya boleh, kecuali bila ada dalil yang mengharamkannya”. Koperasi
dalam hal ini tidak menitikberatkan pada pencarian keuntungan dan bukan
pula merupakan kumpulan modal, akan tetapi merupakan perkumpulan

orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu kemajuan bersama.

B. Saran-Saran

k;

Penelitian ini  adalah penelitian kepustakaan yang mencoba untuk
menganalisis tentang pelaksanaan sistemn koperasi. Pelaksanaan sistem
Koperasi tersebut seharusnya tidak hanya kita ketahui secara teorinya saja,

tetapi juga dalam prakteknya. Maka dari itu perlu diadakan suatu penelitian
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lapangan. Dengan begitu kita akan lebih tahu tentang perkoperasian secara

langsung dalam prakteknya.

2, Dalam melaksanakan syari’at Islam yang berkaitan dengan muamalah,
hendaknya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan dasar
hukum yang terdapat dalam al-Qur’an dan al-Hadits, schingga tidak akan
menyebabkan terjadinya penyimpangan dan pelanggaran yang merusak

kehidupan ekonomi dan hubungan antara sesama manusia.

C. Kata Penutup

Dengan mengucap syukur atas segala kemudahan yang telah Allah SWT.
berikan karena dengan hidayah, rahmat, inayah-Nya dan hanya dengan ijin-Nya
penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis merasz selesainya penulisan skripsi in1 masih jauh dari sempurna,
hal tersebut semata-mata dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman
penulis, Untuk itu saran dan kritik yang membangun dan pembaca sangat kami
harapkan demi lebih sempurnanya skripsi ini. Semoga penelitian ini bermanfaat

bagi penulis sendiri dan bagi pembaca pada umumnya. Amin Ya Rubbal ‘Alamin,

Purwokerto, 17 Februarn 2003

Fitria Hidayati
NIM. 99265004
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 1992

TENTANG
PERKOPERASIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.

bahwa Koperasi, baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun
sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masya-
rakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional

yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluar-
gaan dan demokrasi ekonomi;

bahwa Koperasi perlu lebih membangun dirinya dan dibangun
menjadi kuat dan mandiri berdasarkan prinsip Koperasi sehingga
mampu berperan sebagai sokoguru perekonomian nasional,;

bahwa pembangunan Koperasi merupakan tugas dan tanggung
jawab Pemerintah dan seluruh rakyat;

. bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut dan menyelaraskan

dengan perkembangan keadaan, perlu mengatur kembali keten-
tuan tentang perkoperasian dalam suatu Undang-undang sebagai
pengganti Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-
pokok Perkoperasian,

Mengingat :

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-

Undang Dasar 1945;



Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG PERKOPERASIAN.
BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan

. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang

atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya
berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi
rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan

Koperasi,

Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan
beranggotakan orang-seorang.

. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan

beranggotakan Koperasi.

Gerakan Koperasi adalah Keseluruhan organisasi Koperasi dan
kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya
cita-cita bersama Koperasi.

BAB 1I
LANDASAN, ASAS, DAN TUJUAN

Bagian Pertama
Landasan dan Asas

Pasal 2
Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

1945 berdasar atas asas kekeluargaan.

2




Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada
khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun
tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masya-
rakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945.

BAB III
FUNGSI, PERAN, DAN PRINSIP KOPERASI

Bagian Pertama
Fungsi dan Peran

Pasal 4
Fungsi dan peran Koperasi adalah :

a. membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan eko-
nomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya
untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;

b. berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas
kehidupan manusia dan masyarakat;

c. memperkokoh perckonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan
ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai
sokogurunya;

d. berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian

nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas
kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Bagian Kedua
Prinsip Koperasi

| Pasal 5§
(1) Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut:




)

(a)

2

(1)
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keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
. pengelolaan dilakukan secara demokratis;

C. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding
dengan besamya jasa usaha masing-masing anggota;

d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
e. kemandirian,

Dalam mengembangkan Koperasi, maka Koperasi melaksanakan
pula prinsip Koperasi sebagai berikut :

o B

a. pendidikan perkoperasian;
b. kerja sama antarkoperasi.

BAB 1V
PEMBENTUKAN

Bagian Pertama
Syarat Pembentukan

Pasal 6

Koperasi Primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20
(dua puluh) orang.

Koperasi Sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga)
Koperasi.
Pasal 7

Pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
dilakukan dengan akta pendirian yang memuat Anggaran
Dasar, i

Koperasi mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah negara
Republik Indonesia.

Pasal §
Anggaran Dasar scbagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat




(1)
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memuat sekurang-kurangnya:

daftar nama pendiri;

nama dan tempat kedudukan;

maksud dan tujuan serta bidang usaha;
ketentuan mengenai keanggotaan;
ketentuan mengenai Rapat Anggota;
ketentuan mengenai pengelolaan;
ketentuan mengenai permodalan;

. ketentuan mengenai jangka wakfu berdirinya;

ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha;
ketentuan mengenai sanksi.

Bagian Kedua
Status Badan Hukum

Pasal 9
Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta

pendiriannya disahkan oleh Pemerintah.

(1)

2)

(3)

(1)

Pasal 10

Untuk mendapatkan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9, para pendiri mengajukan permintaan tertulis disertai
akta pendirian Koperasi.

Pengesahan akta pendirian diberikan dalam jangka waktu
paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan
pengesahan,

Pengesahan akta pendirian diumumkan dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Pasal 11

Dalam hal permintaan pengesahan akta pendirian ditolak,
alasan penolakan diberitahukan kepada para pendiri secara
tertulis dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah
diterimanya permintaan.

R



(2) Terhadap penolakan pengesahan akta pendirian para pendiri
dapat mengajukan permintaan ulang dalam waktu paling lama
I (satu) bulan sejak diterimanya penolakan.

(3)  Keputusan terhadap pengajuan permintaan ulang diberi dalam
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya
pengajuan permintaan ulang.

Pasal 12
(1) Perubahan Anggaran Dasar dilakukan oleh Rapat Anggota.

(2) Terhadap perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut
penggabungan, pembagian, dan perubahan bidang usaha
Koperasi dimintakan pengesahan kepada Pemerintah.

Pasal 13

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengesahan
atau penolakan pengesahan akta pendirian, dan perubahan Anggaran
Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11,
dan Pasal 12 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah,

Pasal 14

(1)  Untuk keperluan pengembangan dan/atau efisiensi usaha, satu
Koperasi atau lebih dapat:

a. menggabungkan diri menjadi satu dengan Koperasi lain,
atau

b. bersama Koperasi lain meleburkan diri dengan membentuk
Koperasi baru. :

(2) Penggabungan atau peleburan dilakukan dengan persetujuan
Rapat Anggota masing-masing Koperasi. !

Bagian Ketiga
Bentuk dan Jenis

Pasal 15

Koperasi dapat berbentuk Koperasi Primer atau Koperasi
Sekunder.

6




Pasal 16
Jenis Koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan

kepentingan ekonomi anggotanya,

(1

2)

(1

)

1

@)

(3
(4)

(1)

BAB V
KEANGGOTAAN
Pasal 17

Anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa
Koperasi.

Keanggotaan Koperasi dicatat dalam buku daftar anggota.

Pasal 18

Yang dapat menjadi anggota Koperasi ialah setiap warga
negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum
atau Koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana
ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Koperasi dapat memiliki anggota luar biasa yang pcrsyaratan,
hak, dan kewajiban keanggotaannya ditetapkan dalam Anggaran
Dasar,

Pasal 19

Keanggotaan Koperasi didasarkan pada kesamaan kepen-
tingan ekonomi dalam lingkup usaha Koperasi.

Keanggotaan Koperasi dapat diperoleh atau diakhiri setelah
syarat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dipenuhi.

Keanggotaan Koperasi tidak dapat dipindahtangankan.

Setiap anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama

terhadap Koperasi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.
Pasal 20

Setiap anggota mempunyai kewajiban :




mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota;

. berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan

oleh Koperasi;

- mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar

atas asas kekeluargaan,

(2)  Setiap anggota mempunyai hak:

d,

menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara
dalam Rapat Anggota;

:
. memilih dan/atau dipilih menjadi anggota Pengurus atau

Pengawas;

meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam
Anggaran Dasar; '

mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus di
luar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta;

memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang
sama antara sesama anggota;

mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Ko-
perasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar,

BAB VI
PERANGKAT ORGANISASI-

Bagian Pertama
Umum

Pasal 21

Perangkat organisasi Koperasi terdiri dari :
a. Rapat Anggota;
b. Pengurus;
c. Pengawas.




(D

Bagian Kedua
Rapat Anggota
Pasal 22

Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi
dalam Koperasi.

Pasal 23
Rapat Anggota menetapkan :

a. Anggaran Dasar;

(1

(2)

(3)

(4)

. kebijaksanaan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha

Koperasi;

pemilihan, pen'géngkatan, pemberhentian Péngurus dan Penga- |
was;

rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Ko-
perasi, serta pengesahan laporan keuangan; '

pengesahan pertanggungjawaban pengurus’ dalam pelaksanaan
tugasnya, .

pembagian sisa hasil usaha;

penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran Koperasi.

Pasal 24

Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah
untuk mencapai mufakat. '

Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah,
maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara
terbanyak. :

Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap anggota
mempunyai hak satu suara.

Hak suara dalam Koperasi Sekunder dapat diatur dalam
Anggaran Dasar dengan mempertimbangkan jumlah anggota
dan jasa usaha Koperasi-koperasi secara berimbang,.




Pasal 25

Rapat Anggota berhak meminta keterangan dan per-

tanggungjawaban Pengurus dan Pengawas mengenai pengelolaan
Koperasi.

Pasal 26

(1) Rapat Anggota diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu)
tahun.

(2) Rapat Anggota untuk mengesahkan pertanggungjawaban

Pengurus diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan
setelah tahun buku lampau.

Pasal 27

(1)  Selain Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26,
Koperasi dapat melakukan Rapat Anggota Luar Biasa apabila
keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang
wewenangnya ada pada Rapat Anggota.

(2) Rapat Anggota Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan
sejumlah anggota Koperasi atau atas keputusan Pengurus yang
pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar,

(3) Rapat Anggota Luar Biasa mempunyai wewenang yang sama

dengan wewenang Rapat Anggota sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23.

Pasal 28

Persyaratan, tata cara, dan tempat penyelenggaraan Rapat
Anggota dan Rapat Anggota Luar Biasa diatur dalam Anggaran
Dasar.

Bagian Ketiga
Pengurus

Pasal 29
(1)  Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat
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(2)
3)

(4)
(5)

(1

(2)

Anggota.

Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota,

Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota Pengurus
dicantumkan dalam akta pendirian.

Masa jabatan Pengurus paling lama 5 (lima) tahun.,

Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota -
Pengurus ditetapkan dalam Anggaran Dasar,

Pasal 30
Pengurus bertugas :

a. mengelola Koperasi dan usahanya;

0. mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana
anggaran pendapatan dan belanja Koperasi;

c. menyelenggarakan Rapat Anggota;

d. mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas;

e. memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

Pengurus berwenang:
a. mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan;

b. memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta

pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam
Anggaran Dasar;

c. melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan
kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya
dan keputusan Rapat Anggota.

Pasal 31

Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan
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pengelolaan Koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau
Rapat Anggota Luar Biasa.

Pasal 32

(1)  Pengurus Koperasi dapat mengangkat Pengelola yang diberi
wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha.

(2) Dalam hal Pengurus Koperasi bermaksud untuk mengangkat
Pengelola, maka rencana pengangkatan tersebut diajukan
kepada Rapat Anggota untuk mendapat persetujuan.

(3) Pengelola bertanggung jawab kepada Pengurus.

(4) Pengelola usaha oleh Pengelola tidak mengurangi tanggung
jawab Pengurus sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31.

Pasal 33

Pengurus antara Pengelola usaha sebagaimana dimaksud

dalam: Pasal 32 dengan Pengurus Koperasi merupakan hubungan
kerja atas dasar perikatan, .

Pasal 34

(1) Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, me-
nanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan
yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya.

(2) Di samping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan
itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungki-
- nan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan,

Pasal 35

Setelah tahun buku Koperasi ditutup, paling lambat 1 (satu)
bulan sebelum diselenggarakan rapat anggota tahunan, Pengurus
menyusun laporan tahunan yang memuat sekurang-kurangnya:

a. perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku
yang baru lampau dan perhitungan hasil usaha dari tahun yang
bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut;
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b. keadaan dan usaha Koperasi serta hasil usaha yang dapat dicapai.

(D

(2)

Pasal 36

Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
ditandatangani oleh semua anggota Pengurus.

Apabila salah seorang anggota Pengurus tidak menanda-
tangani laporan tahunan tersebut, anggota yang bersangkutan
menjelaskan alasannya secara tertulis.

Pasal 37

Persetujuan terhadap laporan tahunan, termasuk pengesahan

perhitungan tahunan, merupakan penerimaan pertanggungjawaban
Pengurus oleh Rapat Anggota.

(1)

(2)
(3)

(1)

(2)

Bagian Keempat
Pengawas
Pasal 38

Pengawas dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat
Anggota,

Pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Anggota.
Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota
Pengawasan ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 39
Pengawas bertugas :

a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan
dan pengelolaan Koperasi;

b. membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya,
Pengawas berwenang :

a. meneliti catatan yang ada pada Koperasi;
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(3)

(1)

2)

(3)

(N

(2)

14

b. mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.

Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap
pihak ketiga.

Pasal 40

Koperasi dapat memina jasa audit kepada akuntan publik.

BAB VII
MODAL

Pasal 41
Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinja-
man,
Modal sendiri dapat berasal dar :
a. simpanan pokok;
b. simpanan wajib;
c. dana cadangan;
d. hibah.

Modal pinjaman dapat berasal dari:
anggota;

Koperasi lainnya dan/atau anggotanya;
bank dan lembaga keuangan lainnya;

. penerbitan obligasi dan surat utang lainnya;
sumber lain yang sah.

oao o

Pasal 42

Selain modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Ko-
perasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal
dari modal penyertaan.

Ketentuan . mengenai pemupukan modal yang berasal dari
modal penyertaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.




(1

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

BAB VIII
LAPANGAN USAHA

Pasal 43

Usaha Koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan
kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan
kesejahteraan anggota.

Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat digunakan
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota
Koperasi.

Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di
segala bidang kehidupan ekonomi rakyat,

Pasal 44

Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui
kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk:

a. anggota Koperasi yang bersangkutan;
b. Koperasi lain dan/atau anggotanya.

Keziatan usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai
salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha Koperasi.

Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB 1IX
SISA HASIL USAHA

Pasal 45

Sisa Hasil Usaha Koperasi merupakan pendapatan Koperasi
yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya,
penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam
tahun buku yang bersangkutan.

Sisa Hasil Usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan
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3)

kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan
oleh masing-masing anggota dengan Koperasi, serta digunakan

untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan lain

dari Koperasi, -sesuai dengan keputusan Rapat Anggota,

Besamya pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam Rapat
Anggota.

BAB X
PEMBUBARAN KOPERASI

Bagian Pertama
Cara Pembubaran Koperasi

Pasal 46

Pembubaran Koperasi dapat‘ dilakukan berdasarkan :

a. keputusan Rapat Anggota, atau

b. keputusan Pemerintah.

(D

(2)

(3)
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Pasal 47 |

Keputusan pembubaran oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 46 huruf b dilakukan apabila : '

a. terdapat bukti' bahwa Koperasi yang bersangkutan tidak
memenuhi ketentuan Undang-undang ini:

b. kegiatannya bertentangﬁn dengan ketestiban umum dan/atau
kesusilaan;

C. kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan.

Keputusan pembubaran Koperasi oleh Pemerintah dikeluarkan
dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan terhitung sejak
tanggal diterimanya surat pemberitahuan rencana pembubaran
tersebut oleh Koperasi yang bersangkutan,

Dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal
penerimaan pemberitahuan, Koperasi yang bersangkutan berhak




mengajukan keberatan.,

(4) Keputusan Pemerintah mengenai diterima atau ditolaknya
keberatan atas rencana pembubaran diberikan paling lambat

1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya pemyataan keberatan
tersebut.

Pasal 48

Ketentuan mengenai pembubaran Koperasi oleh Pemerintah
dan tata cara pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 47, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 49

(1) Keputusan pembubaran Koperasi oleh Rapat Anggota diberi-
tahukan secara tertulis oleh Kuasa Rapat Anggota kepada :

a. semua kreditor;
b. Pemerintah.

(2) Pemberitahuan kepada semua kreditor dilakukan oleh Peme-
rintah, dalam hal pembubaran tersebut berlangsung berdasar-
kan keputusan Pemerintah.

(3) Selama pemberitahuan pembubaran Koperasi belum diterima
oleh kreditor, maka pembubaran Koperasi belum berlaku
baginya.

Pasal 50

Dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49
disebutkan :

a. nama dan alamat Penyelesai, dan

b. ketentuan bahwa semua kreditor dapat mengajukan tagihan dalam
jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah tanggal diterimanya surat
pemberitahuan pembubaran.
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Bagian Kedua
Penyelesaian

Pasal 51
Untuk kepentingan kreditor dan para anggota Koperasi,

terhadap pembubaran Koperasi dilakukan penyelesaian pembubaran
yang selanjutnya disebut penyelesaian.

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

Pasal 52

Penyelesaian dilakukan oleh penyelesai pembubaran yang
selanjutnya disebut Penyelesai.

Untuk penyelesaian berdasarkan keputusan Rapat Anggota,
Penyelesai ditunjuk oleh Rapat Anggota.

Untuk penyelesaian berdasarkan keputusan Pemerintah,
Penyelesai ditunjuk oleh Pemerintah,

Semua dalam proses penyelesaian, Koperasi tersebut tetap ada
dengan sebutan “Koperasi dalam penyelesaian,”
Pasal 53

Penyelesaian segera dilaksanakan setelah dikeluarkan kepu-
tusan pembubaran Koperasi.

Penyelesai bertanggung jawab kepada Kuasa Rapat Anggota
dalam hal Penyelesai ditunjuk oleh Rapat Anggota dan kepada
Pemerintah dalam hal Penyelesai ditunjuk oleh Pemerintah.

Pasal 54

Penyelesai mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban se-

bagai berikut :

a‘l‘

melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama “"Koperasi
dalam penyelesaian”;

mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan;
memanggil Pengurus, anggota dan bekas anggota tertentu yang




diperlukan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;

d. memperoleh, memeriksa, dan menggunakan segala catatan dan
arsip Koperasi;

e. menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran
yang didahulukan dari pembayaran utang lainnya;

f. menggunakan sisa kekayaan Koperasi untuk menyelesaikan sisa
kewajiban Koperasi;

g. membagikan sisa hasil penyelesaian kepada anggota;

h. membuat berita acara penyelesaian.

Pasal 55

Dalam hal terjadi pembubaran Koperasi, anggota hanya
menanggung kerugian sebatas simpanan pokok, simpanan wajib dan
modal penyertaan yang dimilikinya.

Bagién Ketiga
Hapusnya Status Badan Hukum

Pasal 56

(1) Pemerintah mengumumkan pembubaran Koperasi dalam Berita
Negara Republik Indonesia,

(2) Status badan hukum Koperasi hapus sejak tanggal peng-

umuman pembubaran Koperasi tersebut dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

BAB XI
LEMBAGA GERAKAN KOPERASI

Pasal 57

(1) Koperasi secara bersama-sama mendirikan satu organisasi
tunggal yang berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan
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(2)
(3)

(D

(2)

kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi Ko-
perasi,

Organisasi ini berasaskan Pancasila.

Nama, tujuan, susunan, dan tata kerja organisasi Jiatur dalam
Anggaran Dasar organisasi yang bersangkutan.

Pasal 58
Organisasi tersebut melakukan kegiatan :
a. memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi Koperasi;

b. meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalangan masya-
rakat;

c¢. melakukan pendidikan perkoperasian bagi anggota dan ma-
syarakat;

d. mengembangkan kerja sama antarkoperasi dan antara Ko-
perasi dengan badan usaha lain, baik pada tingkat nasional
maupun internasional,

Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Koperasi secara bersama-
sama menghimpun dana Koperasi

Pasal 59
Organisasi yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal

57 ayat (1) disahkan oleh Pemerintah.

(1

2)
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BAB XII
PEMBINAAN

Pasal 60

Pemerintah menciptakan dan mengembangkan iklim dan

kondisi yang mendorong pertumbuhan serta pemasyarakatan
Koperasi.

Pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan, dan per-
lindungan kepada Koperasi.




Pasal 61

Dalam upaya menciptakan dan mengembangkan iklim dan

kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Ko-
perasi, Pemerintah:

a.

memberikan kesempatan usaha yang seluas-luasnya kepada
Koperasi;

meningkatkan dan memantapkan kemampuan Koperasi agar
menjadi Koperasi yang sehat, tangguh, dan mandiri;

mengupayakan tata hubungan usaha yang saling menguntungkan
antara Koperasi dengan badan usaha lainnya;

membudayakan Koperasi dalam masyarakat.

Pasal 62

Dalam rangka memberikan bimbingan dan kemudahan kepada

Koperasi, Pemerintah;

d.

(1)

membimbing usaha Koperasi yang sesuai dengan kepentingan
ekonomi anggotanya;

mendorong, mengembangkan, dan membantu pelaksanaan
pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penelitian perkoperasian.

. memberikan kemudahan untuk memperkokoh permodalan Ko-

perasi serta mengembangkan lembaga keuangan Koperasi;

membantu pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja
sama yang saling menguntungkan antarkoperasi;

memberikan bantuan konsultasi guna memecahkan permasalahan
yang dihadapi oleh Koperasi dengan tetap memperhatikan Anggaran
Dasar dan prinsip Koperasi.

Pasal 63

Dalam rangka pemberian perlindungan kepada Koperasi,
Pemerintah dapat :

a. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh

diusahakan oleh Koperasi;
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b. menetapkan bidang kegiatan ekonomi di suatu wilayah
yang telah berhasil diusahakan olch Koperasi untuk tidak
diusahakan oleh badan usaha lainnya.

(2) Persyaratan dan tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah,

Pasal 64

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61,
Pasal 62, dan Pasal 63 dilakukan dengan memperhatikan keadaan

dan kepentingan ekonomi nasional, serta pemerataan kesempatan
berusaha dan kesempatan kerja.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

Koperasi yang telah memiliki status badan hukum pada saat

Undang-undang ini berlaku, ditanyakan telah memperoleh status
badan hukum berdasarkan Undang-undang ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

(1) Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka Undang-undang
Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian
(Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 2832) dinyatakan
tidak berlaku lagi,

(2) Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967
tentang Pokok-pokok Perkoperasian (Lembaran Negara RI
Tahun 1967 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI
Tahun 1967 Nomor 2832) dinyatakan masih tetap berlaku
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sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti
berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 67

Undang-undang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Oktober 1992

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Oktober 1992

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1992 NOMOR 116
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Yang bertande tangan di bawah ini, wshasiewa Sekolah
Tinggi Agoms ielam Nezeri Purwokerto - :

1. Nam & :Fitria Hidayati
2. Homor Induk 992565004

3. Bemester/Juruean :X/Syari'ah

4. Angkatan Tehun  :1934Q

5. Tahun Aksdemilk :2003=2004

Dengan ini saya mchon dengen hormat rerkenan Bapak un
tuk meayetuiul Judul Rencana Skripei guna melengkapi seba
Blan syarat-syarat untuk menyelepaikan stvdiProgram S -~ 1
pada Sekolsh Tingpal Agama Islam tiegeri Furwokerto.

i i ] i
bariﬂﬂfp??iﬂﬁﬁ?én*ﬁﬁmfﬁfzﬁ?%% TSR AV, udalsh sobadal

Datoam W Mo 25 Tahun 882
Sedangitan sebagal Dosen Powbimbing Skripsi adalah Bapsk :

Bersams ini kami lampirksn data beban Ske yang telsah
saya tempuh sebsgaimans prossdur penzajuan judul Skripei.

- Demikian surat permchonan ini gaya buat dan sebhelum ~
nya pays uwcapksn terims kasib- :

Wessalamu”alailum War. Wab.

Mengetahui : Hormat. mava,
Dosen Pembimbing,

; ﬁfgz
“ldwan,M,.Ng - - Fitria Hidayati
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DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

( STAIN )

" Jn. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. l)"bl-h]SE—Zd- dan Fax. 6356553 Purwokerto 53]25 )
e

. Hari/ Tenzgal ‘Jumat/4 Juei 200¢
2. Waktw Jam .13.00 wig’
J. Nama Fitria Hidaoyati
4. NIM : 899265004
5 Semester/ huusun :%/Syari'an
6. Tahun Alademik 1 2003-2004
1 Tempit  alickro Teaching
B. Peserin Seminar ' ( Dalam Tabel )
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Purwokerto, 2 Juni 2004
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_ Ridwan,N.Ag : Fitria Hidayati
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SEKOLAH TINGG] AGAMA ISLAM NEGERI

( STAIN)
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—_— = ——

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

9. Hari/ Tanggal

10, Wakiw Jam

11. Nama

12, NIM

13, Semester/ Jwusan
14, Tahun Akademtl
LS Tempal

16 Peserta Seminnr

Jumat / 4 Juni 2004
13.00 WIB

sFitria Hidayati

. 99265004

% /Syaritah

: 2003-2004
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DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Alamat : J, Jend. A, Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto

53126

SURAT KETERANGAN MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
Nomor: §TA. 26 JPK.T /op.044 /1814 /2002

Yung berianda tangan dibawah ini, Ketua Jurusan Syariah STAIN Purwokerto
menerangkan bahwa ;

Nama . FITRIA KipAWATI
NIM : 4265004
Scmester SR

Jurusan/Prodi . SYARIAR /MUA

Telah mengikuti seminar proposal pada :

No Hari / Tanggal Presenter Tanda Tangan Moderator
oiSutea 66 Sepe . 2003\ M. Dy Napi e "

2 |Sagt 16 St . y003 | Khusnol Frerians _ 2. A

3 |Sdosa 16 Sot - 223 Nircha s 3.4 .

b |Sdigh 16 S%t. w03 | Avs Sdimuadd L AM

5, S‘d&m‘m Sept. 2003| Bya Munw.g M_N. _S_wY

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagal syarat untuk

mendaliar seminar proposal skripsi.

Purwokerto, [6  Stpbauber 1603

aaviKelea Jurusan Syariah
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1, Nama : Fitria Hidayati
2. Tempat/tanggal lahir  ; Banyumas, 29 Desember 1980
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4, Status : Belum Nikah
5. Agama : Islam
6. Kewarganeparaan : Indonesia
7. Alamat : Jl.  Perntis Kemerdekaan /10 Rt 05/V
Purwokerto
8. Nama orang tua
a) Ayah : Kuwatno
b) Ibu : Sudivati
9. Pekerjaan
a) Avyah : Pensiunan Pegadaian
b) Tbu : 1bu Rumah Tangga
10. Pendidikan : a. SD Kranji VI Purwokerto (Lulus Tahun 1993)

b, SMP 3 Purwokerto (Lulus Tahun 1996)
¢. MAN 2 Purwokerto (Lulus Tahun 1999)
d. STAIN Purwokerto (Lulus Tahun 2005}

Demikianlah daftar nwayat hidup penulis buat dengan sebenar-benarnya,
sehingga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 25 Februari 2005

P ETI 1s
,J;_ ﬁ‘{f%
Fitria Hidavati
NIM, 99265004



